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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RUMAH SAKIT TERHADAP 

KEBOCORAN DATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 

TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI 

Oleh: 

FATIYA SYAFA AZIZAH 

 

Salah satu permasalahan yang muncul karena kelemahan rumah sakit dalam 

menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien adalah kebocoran data rekam medis. 

Pasien sebagai subjek data pribadi merasa adanya potensi kebocoran data di luar 

dari pihak yang berwenang. Diduga terdapat pengungkapan kondisi medis pasien 

oleh pihak tenaga kesehatan tanpa adanya izin dari pihak pasien maupun keluarga, 

sehingga dapat memunculkan banyak kerugian kepada pasien. Untuk itu perlu 

analisis lebih lanjut mengenai, bagaimana bentuk perlindungan hukum data 

kesehatan pasien menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Pelindungan Data Pribadi dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh jika 

terjadi kebocoran data.  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data 

yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan dan tambahan data melalui wawancara oleh Kepala Divisi Advokasi 

LBH Bandar Lampung. Metode pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi 

data, penyusunan data, serta dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum yang 

ada di UU Pelindungan Data Pribadi bagi subjek data pribadi dan data rekam medis 

brerupa perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif melalui 

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik data yang melalui sistem elektronik 

atau nonelektronik. Upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kebocoran data 

oleh pasien dapat berupa pengaduan kepada pihak rumah sakit, hingga pemberian 

sanksi administratif kepada pihak yang melanggar larangan yang telah ditetapkan 

oleh UU Pelindungan Data Pribadi. 

 

Kata Kunci: Kebocoran data, Bentuk Perlindungan Hukum, Rekam Medis 
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ABSTRACT 

 

LEGAL PROTECTION FOR HOSPITAL PATIENTS AGAINST DATA 

LEAKS ACCORDING TO LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING 

PERSONAL DATA PROTECTION 

 

By: 

FATIYA SYAFA AZIZAH 

One of the problems that arises is the weakness of hospitals in maintaining the 

confidentiality of patient medical record data. Patients as subjects of personal data 

feel that there is a potential for data leakage outside of the authorities. It is 

suspected that there is a disclosure of the patient's medical condition by health 

workers which can cause a lot of losses to patients. Therefore, further analysis is 

needed regarding what the legal form of protection of patient health data is 

according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and 

what legal remedies can be taken in the event of a data leak 

 

This type of research is normative research with a descriptive research type. The 

problem approach used is the legislative approach. The data used is secondary 

data. The method of data collection is through literature study and additional data 

through interviews by the Head of the Advocacy Division of LBH Bandar Lampung. 

Data processing methods through data selection, data classification, data 

preparation, and qualitative analysis.  

 

The results of the research and discussion of the research are the forms of legal 

protection in the Personal Data Protection law for the subject of personal data and 

medical record data. In the form of preventive and repressive protection. Preventive 

protection through rights and obligations that must be fulfilled, both data through 

electronic and non-electronic systems. Legal remedies that can be taken in the event 

of a data leak by the patient can be tn the form of complaints to the hospital, to the 

provision of administrative sanctions to parties who violate the probihitions set by 

the Personal Data Protection Law.  

 

Keywords: Data Leakage, Legal Protection, Medical Records 

 

 

 

 



iii 
 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RUMAH SAKIT TERHADAP 

KEBOCORAN DATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 

TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI 

 

Oleh 

FATIYA SYAFA AZIZAH 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2025  



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


vii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Nama lengkap penulis adalah Fatiya Syafa Azizah, penulis 

dilahrikan di Metro pada tanggal 06 Mei 2003. Penulis adalah 

anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak 

Priambodo dan Ibu Suhartini. Penulis mengawali pendidikan 

di SDIT Wahdatul Ummah Metro dan diselesaikan pada tahun 

2015, SMPIT Bina Insani Metro diselesaikan pada tahun 2018 

dan SMA Negeri 1 Metro diselesaikan pada tahun 2021. 

Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah 

mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Unila di Desa Karang Lantang, Kecamatan Kasui, Way kanan, 

Lampung, selama kurang lebih 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 

2024. Lalu, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata pada 

saat semester 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

MOTO 

“ Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu 

tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

“Dengan kesabaran, bahkan duri pun bisa berubah menjadi sutra” 

(Jalaluddin Rumi) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang hak kesehatan sebagai hak 

setiap orang yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 

Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sehingga 

menjadikan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup yang sehat sebagai hak 

masyarakat yang selanjutnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah agar benar 

terlaksana kebijakan yang telah dibuat. Guna meningkatkan kesehatan masyarakat 

Pemerintah perlu memastikan segala kebijakan yang dikeluarkan memiliki tujuan 

yang tepat sesuai dengan yang diperlukan masyarakat sehingga tidak membawa 

dampak negatif. Pemenuhan kewajiban oleh Pemerintah juga harus dijalankan di 

bidang legislasi untuk menjamin hak kesehatan oleh masyarakat. Hak kesehatan 

masyarakat mencakup pelayanan kesehatan dan kerahasiaan data pasien salah 

satunya adalah . rekam medis. Kerahasiaan ini penting dan harus dijamin oleh 

pemerintah, karena data pasien mengandung informasi sensitif seperti hasil 

diagnosa, jenis penyakit, alamat, nomor telepon, segala pelayanan dan tindakan 

medis yang diberikan kepada pasien baik rawat jalan, rawat inap, maupun 

pelayanan gawat darurat. Setiap pasien berhak mendapatkan privasi kerahasiaan 

atas penyakit yang mereka derita serta data medis terkait1.

                                                
1 Aulia Naslah Mahira, Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan 

Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Ilmiah 

Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 10, Juli 2021, hlm. 1502. 
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Kemajuan teknologi yang berkembang secara signifikan telah membawa perubahan 

pada setiap sektor yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah pada bidang 

kesehatan atau bisa disebut dengan electronic health (e-health), yang menyediakan 

berbagai layanan kesehatan dan informasi kesehatan berbasis teknologi yang dapat 

diakses pada smartphone. Perkembangan teknologi ini tentu diharapkan dapat 

mempermudah mencapai Visi Indonesia Hemat 2025 yang direncanakan oleh 

pemerintah2. 

 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan menjelaskan Kesehatan 

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekenomis. 

Terjaminnya kesehatan bagi masyarakat Indonesia tentu akan berpengaruh pada 

pembangunan nasional yang meningkat karena kesehatan generasi muda yang 

produktif telah terjamin, tentu harus didukung oleh sikap pemerintah yang peduli 

terhadap pemenuhan hak kesehatan warga masyarakat. Jika hak kesehatan telah 

terpenuhi maka akan terlahirlah sumber daya manusia yang sehat, produktif dan 

pandai. Hal penting yang menjadi fokus dalam pembangunan kesehatan ada pada 

upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan 

pemulihan (rehabilitasi)3. 

 

Seigala keimajuan teiknologi teirseibut teintu meimbawa dampak positif teitapi juga 

dampak neigatif. Dampak positif yang dibeirikan dalam beintuk keimudahan bagi 

teinaga keiseihatan dan masyarakat deingan layanan keiseihatan yang leibih eifeiktif, 

eifisiein waktu dan biaya4. Keimudian, dampak neigatif adalah reintannya teirjadi 

                                                
2 Syamsul Sumitra dkk, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam 

Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital, Jurnal Hukum Media Justitia 

Nusantara, Vol. 14, No. 1, Februari 2024, hlm. 44. 
3 Handryas Prasetyo , Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam 

Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 8, No 2, 

September 2020, hlm. 170 
4 Endison Ravlindo, Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4, No 2, 

Desember 2021, hlm. 4749 
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keibocoran data pasiein yang teilah diinput. Peirkeimbangan teiknologi informasi  di 

bidang keiseihatan salah satunya teilah meilahirkan seibuah aturan dari Keimeinteirian 

Keiseihatan Reipublik Indoneisia Nomor 24 Tahun 2022 teintang Reikam Meidis 

seilanjutnya diseibut seibagai Peirmeinkeis Nomor 24 Tahun 2022, dalam peiraturan 

baru ini Peimeirintah meiwajibkan seitiap fasilitas peilayanan keiseihatan untuk 

meilaksanakan reikam meidis eileiktronik. Peiralihan ini meingikuti peirkeimbangan 

zaman yang seirba eileiktronik, teintu deingan harapan kualitas fasilitas peilayanan 

keisahatan di Indoneisia seimakin ceipat, eifeiktif, dan eifisiein. Peiralihan reikam meidis 

meinjadi reikam meidis eileiktronik juga meimudahkan peirtukaran informasi antar 

fasilitas peilayanan keiseihatan jika pasiein beirpindah teimpat, riwayat keiseihatan 

pasiein akan mudah untuk diceik seihingga peingambilan putusan teirhadap diagnosa 

dan lainnya dapat dilakukan deingan teipat5. 

 

Salah satu data yang harus dilindungi adalah data keiseihatan atau reikam meidis 

pasiein yang dilakukan oleih fasilitas peilayanan keiseihatan. Keiwajiban ini diatur pada 

Pasal 296 Ayat (5) UU Keiseihatan yang meinyatakan bahwa “Reikam meidis 

seibagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga keirahasiaannya 

oleih Teinaga Meidis, Teinaga Keiseihatan, dan pimpinan Fasilitas Peilayanan 

Keiseihatan”, seilanjutnya pada Pasal 297 Ayat (1) dijeilaskan bahwa dokumein reikam 

meidis adalah milik Fasilitas Peilayanan Keiseihatan. Keidua pasal teirseibut meinjadi 

peineigas bahwa dalam meinjaga keirahasiaan reikam meidis atau informasi keiseihatan 

pasiein, fasilitas peilayanan keiseihatan turut meimiliki tanggung jawab yang beisar. 

Hal teirseibut harus dipahami seiluruh sumbeir daya manusia yang ada pada fasilitas 

peilayanan keiseihatan, dalam hal ini khususnya rumah sakit. 

 

Bagi meireika yang meirasa teirlanggar haknya, maka meireika beirhak untuk dilindungi 

dan dibeinarkan jika ada masalah deingan data pribadi6. Peirlindungan data pribadi 

teirmasuk data keiseihatan meirupakan hal peinting untuk dijaga, deingan adanya 

peiraturan undang-undang yang teilah disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 27 

                                                
5 Hanna Melyanti dan Pan Lindawaty, Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan 

Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-

Asas Hukum, JIMPS, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm.1416. 
6 Edison Ravlindo, Op.cit, hlm. 4751 
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Tahun 2022 teintang Peilindungan Data Pribadi yang seilanjutnya diseibut seibagai UU 

Peilindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 1 angka 2 dijeilaskan bahwa “Peilindungan 

data pribadi adalah keiseiluruhan upaya untuk meilindungi data pribadi dalam 

rangkaian peimroseisan data pribadi guna meinjamin hak konstitusional subjeik data 

pribadi”. Subjeik data pribadi dalam hal ini ada peirseiorang yang meileikat pada 

dirinya data pribadi. Data keiseihatan pada undang-undang ini masuk kei dalam data 

pribadi yang beirsifat speisisfik, meinjadikan data keiseihatan salah satu data yang 

harus meindapat peirlindungan teirbaik seisuai deingan aturan hukum yang ada di 

Indoneisia7. Pada Undang-undang teirseibut juga dijeilaskan bahwa rangkaian dari 

peimroseisan data pribadi yaitu; Peimeiroleihan dan Peingumpulan; peingolahan dan 

Peinganalisisan; Peinyimpanan; Peirbaikan Peimbaruan; dan/atau; Peinghapusan atau 

Peimusnahan. Seihingga kita dapat meimpeirkirakan upaya hukum yang dapat 

dilakukan agar peirlindungan data pribadi dilakukan deingan eifeiktivitas yang 

diharapkan masyarakat8. 

 

Jika teirdapat pihak-pihak tidak beirtanggung jawab yang teilah meimpublikasikan 

suatu keiadaan pasiein kei muka umum, teilah jeilas hal teirseibut meilanggar keiteintuan 

yang teilah diatur oleih undang-undang. Namun, teirnyata pada keinyataannya 

peilanggaran teirhadap data keiseihatan atau informasi keiseihatan pasiein masih seiring 

teirjadi meiskipun teilah teirdapat peiraturan peirundang-undangan yang meingatur 

teintang hak privasi pasiein. 

 

Teirdapat kasus pada salah satu rumah sakiit dii kabupatein yang beirada dii Proviinsii 

Lampung yang beilum lama iinii teirjadii, diimana peingungkapan kondiisii keiseihatan 

seiorang pasiiein diisalah satu fasiiliitas peilayanan keiseihatan oleih teinaga keiseihatan iitu 

seindiirii. Pasiiein dan piihak keiluarga tiidak meingiingiinkan piihak laiin dii luar teinaga 

meidiis dan teinaga keiseihatan yang meimang meimiiliikii weiweinang untuk meingeitahuii 

iinformasii teintang kondiisii keiseihatannya, yang meingakiibatkan seiteilah teirjadii 

keibocoran iitu nama baiik pasiiein dan keiluarganya meinjadii buruk, seihiingga 

meinyeibabkan pasiiein meindapatkan peirlakuan buruk beirupa diiskriimiinasii ole ih 

                                                
7  Hanna Melyanti dan Pan Lindawaty, Loc.cit. 
8 Ibid, hlm. 1417. 
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liingkungan seikiitar teirutama teimpat iia beikeirja hiingga iia meimutuskan untuk keiluar 

darii peikeirjaannya. Padahal diikeitahuii bahwa teimpat pasiiein teirseibut beikeirja adalah 

fasiiliitas peilayanan keiseihatan diimana teilah teirjadii keibocoran iitu seindiirii. Seiharusnya 

para peikeirja darii struktur teiratas hiingga teirbawah meimahamii bahwa sudah 

tanggung jawab meireika seibagaii teinaga meidiis, teinaga keiseihatan dan peimiimpiin 

fasiiliitas peilayanan keiseihatan yang meimiiliikii weiweinang untuk meingakseis atau 

meingeitahuii iisii reikam meidiis pasiiein dalam hal iinii adalah kondiisii keiseihatan pasiiein, 

untuk dapat meirahasiiakan kondiisii keiseihatan priibadii pasiiein teirseibut. 

 

Keibocoran data priibadii reikam meidiis pasiiein iinii dapat teirjadii kareina beibeirapa faktor 

yang beirasal darii iinteirnal maupun eiksteirnal. Pada faktor iinteirnal iinii dapat teirjadii 

kareina sumbeir daya manusiia yang teirdapat pada rumah sakiit kurang meimadaii seirta 

adanya keilalaiian darii teinaga meidiis atau teinaga keiseihatan dalam hal meinjaga data 

priibadii reikam meidiis pasiiein. Adanya faktor keitiidakpahaman pada diirii teinaga meidiis 

atau teinaga keiseihatan, peiriihal rahasiia reikam meidiis teirseibut meirupakan seibuah 

keirahasiiaan yang peintiing untuk diijaga dan peingakseisannya juga teirbatas hanya biisa 

diilakukan oleih piihak-piihak teirteintu. Hiingga, adanya faktor keiseingajaan untuk 

meimbocorkan data teirseibut deimii keipeintiingan seindiirii untuk meingambi il 

keiuntungan. Seidangkan faktor eiksteirnal yaiitu faktor yang tiidak beirasal darii rumah 

sakiit, contohnya keirabat yang mungkiin meingunggah teintang kondiisii pasiiein tanpa 

adanya iiziin darii pasiiein iitu seindiirii

9. 

 

Beirdasarkan peimiikiiran dan latar beilakang diiatas, maka peineiliitii teirtariik untuk 

meilakukan peineiliitiian teintang “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rumah Sakit 

Terhadap Kebocoran Data Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

Tentang Pelindungan Data Pribadi“ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang masalah diiatas maka rumusan masalah pada peiniiliitiian 

iinii yaiitu: 

1. Bagaiimana beintuk peirliindungan hukum data keiseihatan pasiiein beirdasarkan 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 teintang Peiliindungan Data Priibadii? 

2. Bagaiimana upaya hukum yang dapat diiteimpuh keitiika teirjadii keibocoran data 

keiseihatan pasiiein? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan darii peineiliitiian iinii adalah:  

1. Tujuan Umum 

Peineiliitiian iinii diiajukan untuk meimeinuhii peirsyaratan akadeimiis dalam rangka 

meimpeiroleih geilar sarjana hukum Fakultas Hukum Uniiveirsiitas Lampung. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meingeitahuii dan meinganaliisiis beintuk peirliindungan hukum data 

keiseihatan pasiiein beirdasarkan keiteintuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 teintang Peiliindungan Data Priibadii 

b. Untuk meingeitahuii dan meinganaliisiis upaya hukum yang dapat diilakukan keitiika 

teirjadii keibocoran data keiseihatan pasiiein. 

 

1.4. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang liingkup darii peineiliitiian iinii teirdiirii adalah ruang liingkup keiiilmuan dan ruang 

liingkup objeik kajiian. Ruang liingkup keiiilmuan darii peineiliitiian iinii yaiitu dii biidang 

hukum keipeirdataan teirutama teintang Peirliindungan Data Priibadii dan Peirliindungan 

Hukum, seidangkan ruang liingkup objeik kajiian peineiliitiian iinii meingeinaii peingaturan 

peirliindungan data priibadii beirupa data keiseihatan pasiiein rumah sakiit. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan darii peineiliitiian iinii adalah:  

1. Tujuan Umum 

Peineiliitiian iinii diiajukan untuk meimeinuhii peirsyaratan akadeimiis dalam rangka 

meimpeiroleih geilar sarjana hukum Fakultas Hukum Uniiveirsiitas Lampung. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meingeitahuii dan meinganaliisiis beintuk peirliindungan hukum data 

keiseihatan pasiiein beirdasarkan keiteintuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 teintang Peiliindungan Data Priibadii 

b. Untuk meingeitahuii dan meinganaliisiis upaya hukum yang dapat diilakukan 

keitiika teirjadii keibocoran data keiseihatan pasiiein. 

 

1.6.  Kegunaan Penelitian 

Adapun keigunaan darii peineiliitiian baiik darii seigii praktiis maupun teioriitiis yaiitu: 

1. Seicara Teioriitiis 

a. Peineiliitiian iinii diiharapkan meimiiliikii kontriibusii seirta sumbangsiih seicara 

akadeimiis teirhadap peingeimbangan iilmu seirta seibagaii acuan kajiian pustaka 

untuk masyarakat umum, teirutama mahasiiswa program studii iilmu hukum 

keipeirdatan meingeinaii peirliindungan data priibadii dalam peirliindungan hukum 

data keiseihatan pasiiein beirdasarkan keiteintuan Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 teintang Peiliindungan Data Priibadii. 

b. Deingan meimahamii peirliindungan hukum bagii pasiiein teirhadap keibocoran 

data keiseihatan beirdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 teintang 

Peiliindungan Data Priibadii diiharapkan dapat meimbeiriikan panduan yang jeilas 

bagii piihak teirkaiit yang meinghadapii seibuah siituasii keibocoran data 

keiseihatan. 

c. Hasiil analiisiis iinii juga dapat meinjadii dasar untuk peinye impurnaan atau 

peingeimbangan peiraturan peirundang-undangan yang beirkaiitan deingan 

peirliindungan hukum pasiiein teirhadap keibocoran data keiseihatan. 

2. Seicara Praktiis 

Seicara praktiis hasiil peineiliitiian iinii diiharapkan: 

a. Seibagaii upaya peingeimbangan keimampuan dan peingeitahuan bagii peinuli is 

dalam liingkup hukum keipeirdataan khususnya Hukum Peirliindungan Data 

Priibadii. 

b. Peinuliisan peineiliitiian iinii meirupakan salah satu syarat untuk dapat 

meinyeileisaiikan sarjana strata Ii dii Fakultas Hukum Uniiveirsiitas Lampung 

khususnya bagiian iilmu Hukum Keipeirdataan. 



   

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Manusiia seibagaii makhluk sosiial pastii meilakukan seibuah hubungan atau iinteiraksii 

deingan manusiia laiin, deingan kata laiin manusiia pastii akan hiidup beirsama-sama atau 

beirkeilompok. Agar iinteiraksii antar masyarakat iinii teirjaga maka diipeirlukan seibuah 

tatanan norma dalam keihiidupan beirmasyarakat yaiitu beirupa norma atau peiraturan. 

Norma iinii diibeintuk seibagaii peidoman tiingkah laku masyarakat yang beiriisiikan 

peitunjuk mana peirbuatan yang boleih diilakukan dan mana peirbuatan yang tiidak 

boleih diilakukan, deingan harapan teirciipta keiteirtiiban dii dalam masyarakat10.  Seimua 

aturan iinii diiseibut seibagaii hukum, yang beiriisii kaiidah hiidup guna meiwujudkan 

keiadiilan, keiteirtiiban, seirta keipastiian hukum bagii anggota masyarakat meinyangkut 

hak dan keiwajiibannya. Hukum meimiiliikii fungsii seibagaii “tool of sociial 

eingiineieiriing”, deingan maksud hukum seibagaii alat/sarana sosiial untuk keimajuan 

dan keiseijahteiraan masyarakat11.  Meinurut peindapat Utreicht “Hukum adalah 

hiimpunan peitunjuk, peiriintah dan larangan yang meingatur tata teirtiib dalam seisuatu 

yang beirsangkutan. Peilanggaran peitunjuk hiidup teirseibut dapat meiniimbulkan 

tiindakan oleih peimeiriintah atau peinguasa masyarakat iitu”12. Meinurut Hans Keilsein, 

Hukum meirupakan suatu peiriintah yang meimaksa teirhadap peiriilaku manusiia. 

Hukum juga beirtiindak seibagaii norma priimeir yang meineitapkan sanksii-sanksii

13. 

Meiliihat darii deifiiniisii hukum teirseibut, seicara umum hukum meimiiliikii fungsii seibagaii 

cara untuk meingatur keiteirtiiban suatu masyarakat, yang beiriisiikan seikumpulan 

                                                
10 Sri Warjiyati, Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum), Surabaya: UIN Sunan 

Ampel kerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB), 

2016, hlm. 10-11 
11 Yati Nurhayati, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,  Bandung: Penerbit Nusa Media, 

2020, hlm. 13.  
12Ibid, hlm. 4, 
13 Op.Cit. 
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peiriintah dan larangan seirta sanksii atau hukuman yang diibeiriikan darii peimeiriintah 

keipada yang meilanggar. Seihiingga hukum beirsiifat meimaksa untuk diipatuhii agar 

teirciiptanya suatu keiadaan masyarakat yang diiharapkan. 

Peirliindungan hukum seindiirii diilakukan untuk meiliindungii subjeik hukum yaiitu 

manusiia yang beirada dalam suatu keilompok masyarakat. Peirliindungan hukum 

meinurut peindapat beibeirapa ahlii yaiitu: 

Meinurut Satjiipto Rahardjo, Peirliindungan hukum meirupakan peimbeiriian 

peingayoman bagii hak asasii manusiia yang diirugiikan orang laiin dan peirliindungan 

iitu diibeiriikan keipada masyarakat agar dapat meiniikmatii hak-haknya seibagaiimana 

yang teilah diibeiriikan14.Seimeintara iitu, Seitiiono meinyatakan bahwa peirliindungan 

hukum adalah tiindakan atau upaya untuk meiliindungii masyarakat darii tiindakan 

seiweinang-weinang oleih peinguasa yang meilanggar hukum iitu seindiirii, seihiingga 

dapat meinjaga keiteirtiiban dan keiteintraman yang seitiiap orang biisa meiniikmatii 

martabatnya seibagaii manusiia15.  

 

Peindapat laiin diikeimukakan oleih Phiiliip M. Hadjon16, yang meinyatakan bahwa 

peirliindungan hukum dapat diideifiiniisiikan seibagaii siisteim peiraturan yang diirancang 

untuk meiliindungii satu piihak darii piihak laiin. Dalam hal konsumein, peirliindungan 

hukum beirartii hukum me injamiin bahwa hak konsumein tiidak akan diilanggar atau 

diirampas. Hal teirseibut diilakukan untuk meimastiikan bahwa hak-hak konsumein 

diiliindungii dan meireika tiidak diirugiikan saat beirtransaksii atau meinggunakan produk 

atau jasa. Seihiingga dapat diikatakan bahwa peirliindungan hukum bagii konsume in 

atau pasiiein beirfungsii untuk meinjaga seiseiorang darii diiskriimiinasii, peiniipuan, dan 

peilanggaran hak-hak laiin. Meinurut hukum konsumein meimiiliikii hak untuk 

meingeitahuii iinformasii yang jeilas dan akurat teintang suatu produk atau jasa, dan juga 

kualiitas seirta keiamanan darii produk atau jasa yang heindak meireika gunakan. 

Konsumein juga meimiiliikii hak untuk meinuntut gantii rugii jiika teirjadii peilanggaran. 

                                                
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54 
15 Setiono, Rule of Law, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 

Maret, 2004, hlm. 3. 
16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi tentang Prinsip-

Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan 

Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 20. 



10 
 

2.1.2. Subjek Perlindungan Hukum 

Peirliindungan hukum hadiir guna meiliindungii subjeik hukum, diimana subjeik hukum 

adalah orang yang diibeidakan dalam 2 (dua) peingeirtiian, yaiitu manusiia priibadii atau 

Naturrliijkei peirsoon, dan orang dalam beintuk badan hukum diiseibut Reicht peirsoon. 

Keimudiian badan hukum diibeidakan keimbalii dalam 2 (dua) macam, yaiitu Badan 

Hukum Publiik (Publiieik Reichts Peirsoon), badan hukum deingan keipeintiingan publiik 

diijalankan oleih neigara, dan Badan Hukum Priivat (Priivaat Reichts Peirsoon), badan 

hukum deingan unsur keipeintiingan iindiiviidu yang diijalankan oleih badan hukum 

swasta17. Iindiiviidu seibagaii subjeik hukum peimbawa hak ada pada saat iia diilahiirkan 

dan beirakhiir pada saat iia meiniinggal duniia. Peingakuan teintang subjeik hukum juga 

diijeilaskan pada KUHPeirdata pada Pasal 1 dan Pasal 2. Bahwa meiniikmatii hak-hak 

keiwargaan tiidak teirgantung deingan hak-hak keineigaraan, yang beirartii seitiiap warga 

neigara seibagaii subjeik hukum tiidak beirgantung pada syarat-syarat khusus yang 

diiteitapkan oleih neigara. Seilanjutnya, Pasal 2 beiriisii peingakuan manusiia seibagaii 

subje ik hukum ada seijak manusiia teirseibut masiih beirada dii dalam kandungan jiika 

meimang keipeintiingan anak dii dalam keipeintiingan teirseibut diikeiheindakii

18. 

 

Badan hukum meirupakan subjeik hukum seicara yuriidiis yang lahiir seibagaii badan 

ciiptaan manusiia, sama seipeirtii manusiia meimiiliikii hak dan keiwajiiban beirdasarkan 

hukum yang beirlaku. Badan hukum meilakukan hak dan keiwajiibannya deingan 

diiwakiilkan oleih manusiia biiasa, teitapii tiidak beirtiindak seibagaii diirii iindiiviidu, 

meilaiinkan beirtiindak atas nama badan hukum teirseibut. Orang-orang yang meingurus 

suatu badan hukum adalah struktur yang beirtiindak dii dalamnya seipeirtii diireiksii, 

wakiil diireiksii, hiingga susunan teirbawah. Deingan deimiikiian dapat diisiimpulkan 

bahwa badan hukum meirupakan subjeik hukum yang tiidak beirtiindak seindiirii, 

meilaiinkan deingan peirantara manusiia biiasa yang beirtiindak atas nama badan hukum 

teirseibut yang juga meimiiliikii hak dan keiwajiiban yang diiakuii oleih undang-undang19. 

                                                
17 Kansil, C.T.S. et al, Modul Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 82. 
18 Gilang Rizki Aji P., Manusia Sebagai Subyek Hukum, ADALAH Buletin Hukum & 

Keadilan, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 33. 
19 Ibid, hlm. 32. 
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2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum 

Peirliindungan hukum seibagaii seibuah konseip hukum suatu neigara deingan tujuan 

meimbeiriikan rasa adiil, aman, dan keipastiian hukum. Peirliindungan hukum 

meimastiikan teirdapat sanksii bagii yang meilanggar aturan dan adanya gantii rugii atau 

peimuliihan hak bagii warga yang diirugiikan. Muchsiin meimbagii peirliindungan hukum 

meinjadii 2 (dua) beintuk, yaiitu20: 

a. Peirliindungan Hukum Preiveintiif 

Peirliindungan yang diilakukan peimeiriintah untuk meinceigah teirjadiinya seibuah 

peilanggaran. Dalam beintuk peiraturan peirundang-undangan seibagaii batasan atau 

rambu dalam meilakukan suatu keiwajiiban seihiingga dapat meinceigah tiimbulnya 

peilanggaran. 

b. Peirliindungan Hukum Reipreisiif 

Peirliindungan akhiir jiika sudah teirjadii seingkeita atau keijadiian beirakiibat hukum, 

maka dapat diijatuhii sanksii beirupa deinda, peinjara, dan hukuman tambahan. 

Darii keidua beintuk peirliindungan iinii, beintuk peirliindungan hukum preiveintiif dapat 

diiartiikan seibagaii beintuk peinceigahan yang diiatur dalam beintuk peiraturan 

peirundang-undangan meinghiindarii teirjadiinya suatu peilanggaran yang dapat tiimbul 

dan batasan peilaksanaan keiwajiiban. Peirliindungan hukum reipreisiif adalah 

peirliindungan teirakhiir yang diilakukan jiika teirjadii suatu peilanggaran yang 

diilakukan, deingan meimbeiriikan sanksii teirhadap orang yang meilakukan 

peilanggaran. Beirtujuan meinyeileisaiikan seingkeita yang ada akiibat darii peilanggaran. 

 

Seimeintara, meinurut Moh. Kusnardii dan Harmaiilii I ibrahiim beintuk-beintuk 

peirliindungan hukum, yaiitu21: 

a. Peirliindungan hukum preiveintiif 

Peirliindungan iinii meimbeiriikan keiseimpatan bagii subjeik hukum untuk 

meingeimukakan peindaparnya atau beintuk keibeiratan meireika seibeilum adanya 

keiputusan fiinal yang akan diikeiluarkan oleih peimeiriintah. Hal iinii beirtujuan untuk 

meinhiindarii teirjadiinya seingkeita diikeimudiian harii. Peirliindungan iinii sangat peintiing 

                                                
20 Gerardus Gegen dan Aris Prio, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa 

Pandemi COVID-19, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 35 
21 Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar 

Bakti, 1998, hlm. 102. 
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teirhadap tiindakan yang akan diiambiil oleih peimeiriintah yang meimiiliikii keibeibasan 

dalam beirtiindak. Deingan adanya peirliindungan iinii diiharapkan peimeiriintah dapat 

beirhatii-hatii dalam meingambiil seibuah keiputusan. 

b. Peirliindungan hukum reipreisiif 

Peirliindungan iinii beirtujuan untuk meinyeileisaiikan jiika teirjadii seingkeita. Peirliindungan 

hukum yang diilakukan oleih Peingadiilan Admiiniistrasii dan Peingadiilan Umum 

teirmasuk kei dalam kateigorii iinii. 

2.1.4. Prinsip Perlindungan Hukum  

Pancasiila meirupakan dasar atas priinsiip peingakuan dan peirliindungan bagii harkat 

dan martabat rakyat Iindoneisiia. Priinsiip iinii diidasarkan pada gagasan teintang 

peingakuan dan peirliindungan hak asasii manusiia teirhadap tiindakan peimeiriintah. 

Deingan gagasan awal meingeinaii peingakuan dan peirliindungan hak asasii manusi ia 

diidasarkan pada peimbatasan dan peineigasan tanggung jawab masyarakat dan 

peimeiriintah22. Meinurut Phiiliipus M. Hadjon priinsiip-priinsiip peirliindungan hukum 

beirdasarkan pancasiila teirbagii meinjadii dua, yaiitu: 

1. Priinsiip Peingakuan dan Peirliindungan teirhadap Hak asasii Manusiia, priinsiip iinii 

meindorong peirliindungan hukum bagii rakyat teirhadap tiindakan peimeiriintahan, 

yang beirasal darii gagasan teintang peingakuan dan peirliindungan teirhadap hak 

asasii manusiia yang meinunjukkan bahwa masyarakat dan peimeiriintah harus 

diibatasii dan diibeirii tanggung jawab. 

2. Priinsiip Neigara Hukum, priinsiip keidua iinii meindorong peirliindungan hukum bagii 

rakyat teirhadap tiindakan peimeiriintah adalah priinsiip bahwa masyarakat dan 

peimeiriintah harus beirtanggung jawab atas tiindakan meireika seindiirii. 

2.2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Hukum 

2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum 

Tanggung jawab hukum atau seicara eitiimologiis diiseibut juga liiabiily atau juga 

reisponsiibiiliity. Liiabiiliiy meirujuk keipada seimua beintuk riisiiko atau tanggung jawab, 

meiliiputii hak dan keiwajiiban seicara nyata dan poteinsiial seipeirtii keirugiian, ancaman, 

                                                
22 Yasir Arafat, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbaang, Jurnal Rechtens 

Universitas Islam Jember, Vol. IV, No. 2.,2015, hlm. 34. 
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keijahatan, biiaya atau keiadaan yang meinghasiilkan keiwajiiban untuk meilaksanakan 

undang-undang seiseigeira mungkiin atau pada masa yang akan datang. Seidangkan 

reisponsiibiiliity meimiiliikii artii dapat diipeirtanggungjawabkan atas keiwajiiban 

meincakup putusan, keiteirampiilan, keimampuan, dan keicakapan teirmasuk juga 

keiwajiiban untuk beirtanggung jawab atas undang-undang yang diilaksanakan23. 

Seiseiorang diiseibutkan seicara hukum beirtanggung jawab atas seibuah peirbuatan 

teirteintu bahwa apabiila iia dapat diikeinakkan suatu sanksii pada kasus peirbuatan yang 

beirlawanan. Umumnya dalam kasus teirseibut sanksii yang diikeinakan keipada peilaku 

diiseibabkan kareina peirbuatan iindiiviidu iitu seindiirii yang meimbuat diiriinya harus 

beirtanggung jawab24. 

Hans Keilsein meimbeidakan tanggung jawab meinjadii 4 jeiniis, yaiitu25: 

a. Peirtanggungjawaban iiniidiiviidu, yaiitu seiorang iindiiviidu beirtanggung jawab 

teirhadap peilanggaran yang diilakukan oleih diiriinya seindiirii; 

b. Peirtanggungjawaban koleiktiif, yaiitu seiorang iindiiviidu beirtanggung jawab atas 

suatu peilanggaran yang diilakukan oleih orang laiin; 

c. Peirtanggungjawaban beirdasarkan keisalahan, yaiitu seiorang iindiiviidu 

beirtanggung jawab atas peilanggaran yang diilakukannya kareina seingaja dan 

diipeirkiirakan deingan tujuan meinciiptakan keirugiian; 

d. Peirtanggungjawaban mutlak, yaiitu seiorang iindiiviidu beirtanggung jawab atas 

peilanggaran yang diilakukannya kareina tiidak diiseingaja dan tiidak diipeirkiirakan. 

2.2.2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum 

Seicara meinyeiluruh peirtanggungjawaban hukum diibagii seibagaii beiriikut: 

a. Peirtanggungjawaban Hukum peirdata 

Dalam hukum peirdata peirtanggungjawaban hukum dapat muncul diikareinakan dua 

hal, yaiitu wanpreistasii dan peirbuatan meilawan hukum (onreictmatiigei daad). 

Wanpreistasii muncul seiteilah teirleibiih dahulu harus adanya peirjanjiian yang 

meiniimbulkan hak dan keiwajiiban yang diiawalii deingan peirseitujuan peirjanjiian oleih 

                                                
23 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 249-

250. 
24 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 318-

319. 
25 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien, Bandung: Nuansa & 

Nusa Media, 2006, hlm. 140. 
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para piihak. Peirseitujuan meinurut Pasal 1313 KUHPeirdata adalah suatu peirbuatan 

diimana satu orang atau leibiih meingiikatkan diiriinya keipada piihak laiin. Wanpreistasii 

atau iingkar janjii meirujuk pada suatu tiindakan salah satu piihak yang gagal 

meilakakukan iisii peirjanjiian, deingan tiidak meilaksanakan, meilaksanakan teitapii 

teirlambat, atau meilaksanakan deingan cara yang tiidak seiharusnya. Piihak yang teilah 

diibeibankan seibuah keiwajiiban, namun tiidak meilaksanakan keiwajiiban yang teilah 

diibeibankan untuknya, maka hal teirseibut dapat diikatakan seibagaii keilalaiian. 

Konseikueinsii yang diidapatkan biisa beirupa kompeinsasii biiaya, gantii keirugiian, dan 

bunga yang muncul akiibat tiidak teirpeinuhiinya peiriikatan26. 

 

Peirbuatan meilawan hukum diidasarkan pada Pasal 1365 KUHPeirdata, yaiitu tiiap 

peirbuatan yang meilanggar hukum dan meimbawa keirugiian keipada orang laiin, 

meiwajiibkan orang yang meiniimbulkan keirugiian iitu kareina keisalahannya untuk 

meinggantiikan keirugiian teirseibut. Unsur-unsur yang harus diipeinuhii yang dapat 

diikateigoriikan seibagaii peirbuatan meilawan hukum, yaiitu27: 

c. Unsur peirbuatan, yaiitu seibuah tiindakan nyata ataupun keilalaiian yang 

diilakukan oleih seiseiorang 

d. Unsur meilanggar hukum, yaotu seibuah tiindakan yang beirteintangan deingan 

norma hukum yang ada seipeirtii undang-undang atau peiraturan 

e. Unsur tiimbulnya keirugiian, aiibat darii peirbuatan yang diilakukan teirseibut, 

teirdapat keirugiian yang diideiriita oleih piihak laiin baiik seicara mateiriiiil maupun 

iimmateiriiiil 

f. Unsur hubungan seibab-akiibat, adanya hubungan yang jeilas antara peirbuatan 

yang meilanggar hukum deingan keirugiian yang diitiimbulkan. 

 

b. Peirtanggungjawaban Hukum Piidana 

Peirtanggungjawaban hukum piidana adalah keiwajiiban untuk meineiriima peimbalasan 

yang diiteiriima oleih peilaku darii piihak yang teilah diirugiikan, peirtanggungjawaban 

yang diilakukan tiidak hanya teintang masalah hukum seimata, akan teitapii 

                                                
26 Sandrina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10371 
27 Gisni Halipah, dkk, Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam 

Konteks Hukum Perdata, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 140. 
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meinyangkut pula masalah niilaii-niilaii moral atau keisusiilaan yang ada pada 

masyarakat. Teirdapat priinsiip teirkaiit peirtanggungjawaban hukum piidana, meinurut 

Pasal 1 Ayat 1 Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana meinyatakan, suatu peirbuatan 

tiidak dapat diipiidana, keicualii beirdasarkan keiteintuan peirundang-undangan piidana 

yang teilah ada. Oleih kareina iitu, tiindakan piidana teirseibut harus ada suatu akiibat 

teirteintu darii peirbuatan peilaku yang meiniimbulkan keirugiian atas keipeintiingan orang 

laiin, meingartiikan keiharusan adanya hubungan seibab akiibat antara peirbuatan peilaku 

deingan keirugiian atas keipeintiingan teirteintu28. 

2.3. Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Privasi  

2.3.1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi 

Data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu seibuah data 

yang berhubungan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam sebuah keluarga29. Data 

seimacam iinii biiasanya teirdapa pada Kartu Tanda Peinduduk (KTP) yang dapat 

meingiideintiifiikasii seiseiorang. Priibadii seindiirii meimiiliikii artii diirii manusiia seibagaii 

peirseiorangan.  

Dalam UU Peiliindungan Data Priibadii diiseibutkan bahwa seitiiap data teintang 

keihiidupan seiseiorang baiik yang teiriideintiifiikasii dan/atau dapat diiiideintiifiikasii seicara 

teirseindiirii atau diikombiinasii deingan iinformasii laiinnya baiik seicara langsung maupun 

tiidak langsung meilaluii siisteim eileiktroniik dan/ atau non eileiktroniik. Darii 

peinjambaran iinii dapat diikeitahuii bahwa iisii umum darii data priibadii seiseiorang yang 

meincakup nama, alamat, umur, jeiniis keilamiin, dan laiinnya. Hiingga yang beiriisii leibiih 

kompleiks yang dapat diigabungkan deingan iinformasii laiin meingeinaii iindiiviidu yang 

diilakukan seicara langsung maupun tiidak langsung, baiik meilaluii siisteim eileiktroniik 

maupun non eileiktroniik.  

 

Data priibadii eirat kaiitannya deingan iinformasii iindiiviidu, darii data teirseibut kiita dapat 

meingeitahuii iinformasii yang dapat meingiideintiifiikasii iinformasii darii iindiiviidu teirseibut. 

                                                
28 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

2009, hlm. 59. 
29 https://kbbi.web.id/data 
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I informasii yang juga dapat meindeiskriipsiikan seiseiorang antara laiin teirdapat pada 

reikeiniing bank, tiinggii badan, golongan darah dan laiin seibagaiinya yang meileikat pada 

iindiiviidu seiseiorang30. Walaupun seitiiap neigara meimiiliikii peingaturan yang beirbeida 

meingeinaii peirliindungan data priibadii, namun pada umumnya meimpunyaii priinsiip-

priinsiip yang seirupa, yang teiriinspiirasii darii  OEiCD (Organiizatiion for Eiconomiic Co-

Opeiratiion and Deiveilopmeint) teintang Gui ideiliineis Goveirniing thei Proteictiion of 

Priivacy and Transbordeir Flows of Peirsonal Data yang teilah diireiviisii pada tahun 

2013, priinsiip-priinsiip priivasii yang teilah diiakuii seicara iinteirnasiional, yaiitu seibagaii 

beiriikut31: 

a. Priinsiip Peimbatasan Peingumpulan (Colleictiion Liimiitatiion Priinciiplei) 

Adanya batasan yang jeilas pada saat peingumpulan data priibadii, seirta peimeiroleihan 

data teirseibut diilakukan atas peirseitujuan darii piihak subje ik data. 

b. Priinsiip Kualiitas Data (Data Qualiity Priinciiplei) 

Tujuan darii peinggunaan data priibadii haruslah seisuaii deingan tujuan yg diiiingiin, 

harus teipat, leingkap, dan teirbaruii. 

c. Priinsiip Speisiifiikasii Tujuan (Purposei Speiciifiicatiion Priinciiplei) 

Tujuan darii peingumpulan data harus diikeitahuii paliing lambat pada saat 

peingumpulan iitu diilakukan, dan peimbatasan peinggunaan data diiseisuaiikan untuk 

peimeinuhan tujuan. 

d. Priinsiip Peimbatasan Peinggunaan (Usei Liimiitatiion Pri inciiplei) 

Peingungkapan data priibadii tiidak dapat diilakukan beigiitu saja tanpa adanya tujuan, 

keicualii deingan peirseitujuan subjeik data dan/atau keibutuhan bagii otoriitas hukum. 

e. Priinsiip Peirliindungan Peinggunaan (Seicuriity Safeiguards Priinciiplei) 

Data priibadii harus meimiiliikii peirliindungan keiamaan yang seipantasnya diidapatkan 

untuk meinghiindarii adanya riisiiko akseis tiidak sah, peirusakan, peinggunaan, 

modiifiikasii, hiingga peingungkapan data yang tiidak diiiingiinkan. 

f. Priinsiip Keiteirbukaan (Opeinneiss Priinciiplei) 

Keibiijakan yang diibuat harus meimiiliikii keiteirbukaan pada peirkeimbangan, praktiik, 

dan poliicy yang beirhubungan deingan data priibadii. Sarana iitu harus ada untuk 

                                                
30 Jerry kang, Information Privacy in Cyberspace Transactions, Stanford Law Review, Vol. 

50, No. 1193, 1998, hlm. 1205-1206. 

31 Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, Jurnal BECOSS, Vol. 

1, No. 1, 2019, hlm. 151. 
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meineintukan keibeiradaan dan siifat data priibadii, yang paliing peintiing tujuan dalam 

peinggunaannya. 

g. Priinsiip Partiisiipasii I indiiviidu (I indiiviidual Partiiciipatiion Priinciiplei) 

Pada priinsiip iinii seiseiorang meimiiliikii hak untuk: 

a. Meindapatkan kontrol data (data controlleir), atau peingeiceikan keimbalii teirkaiit 

apakah peingontrol data meimiiliikii data teirkaiit. 

b. Meilakukan komuniikasii teirkaiit data meireika seibagaiimana diilakukan pada 

waktu yang wajar, deingan biiaya apabiila ada, alasan yang cukup, dan 

diibeiriikan dalam beintuk yang dapat diipahamii. 

c. Diibeiriikan alasan apabiila dua peirmiintaan dii atas tiidak diiteiriima, seirta dapat 

diilakukan argumeintasii atas peinolakan teirseibut. 

d. Untuk meineintang data teirkaiit, dan apabiila peirlawanan teirseibut beinar adanya, 

maka dapat diilakukan peinghapusan data, peirbaiikan data, meileingkapii data 

atau meingubah data teirseibut. 

h. Priinsiip Akuntabiiliitas (Accountabiiliity Priinciiplei) 

Peingontrol data (data controlleir) harus meimpunyiia rasa beirtanggung jawab untuk 

dapat meimeinuhii priinsiip-priinsiip yang diiseibutkan seibeilumnya. 

Data priibadii seibagaii Priivacy Riights meimiiliikii niilaii darii beibeirapa artii peintiing, 

yaiitu32:  

a. Hak priibadii adalah hak meiniikmatii keihiidupan peirsonal dan keibeibasan teirleipas 

darii seigala diistraksii; 

b. Hak priibadii adalah hak beirsosiialiisasii deingan iindiiviidu laiin tanpa adanya 

tiindakan peingamatan seicara diiam; 

c. Hak priibadii adalah hak meilakukan peingawasan teirhadap akseis iinformasii 

teirkaiit keihiidupan peirsonal dan iinformasii iindiiviidu. 

Pada Eiuropeian Uni ion Data Proteictiion Diireictiivei, Eiuropeian Uniion Data Proteictiion 

Conveintiion, dan thei OEiCD Guiideiliineis meineirangkan data priibadii adalah 

keiseiluruhan data yang meimiiliikii hubungan orang-peirorangan yang teiriideintiifiikasii 

dan dapat diiiideintiifiikasii (iinformatiion reilatiing to an iideintiifiieid or iideinti ifiiablei natural 

                                                
32 M. Jefri Maruli Tacino, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di 

Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 174–84 
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peirson)33. Pada Deiclaratiion of Iindeipeindeint teirdapat asas yang beiriisiikan bahwa 

orang yang hiidup dii duniia iinii seibeinarnya teilah diiciiptakan dalam keiadaan meirdeika 

oleih Tuhan, deingan peimbeiriian beibeirapa hak keipada meireika. Seibuah hak yang 

diibeiriikan tanpa biisa diirampas atau diimusnahkan untuk meimiiliikii peirliindungan yang 

kuat dalam neigara hukum34. Peirliindungan teirhadap data priibadii adalah upaya yang 

diilakukan oleih peimeiriintah dalam seirangkaiian peimroseisan data priibadii agar hak 

konstiitusiional warga neigara teirjamiin. Hal iinii seijalan deingan dasar diiteirbiitkannya 

UU Peiliindungan Data Priibadii, yaiitu peirkeimbangan dii eira diigiital iinii 

meingaharuskan adanya reigulasii peirliindungan priivasii iindiiviidu seirta meinjaga 

keiamanan data priibadii. Peirkeimbangan teiknologii iinformasii dan komuniikasii iinii 

meingubah cara kiita untuk meindapatkan, meinyiimpan, meingeidiit, dan meingiiriimkan 

iinformasii priibadii. Deingan harapan I indoneisiia dapat meingiikutii jeijak neigara maju 

yang teirleibiih dahulu sudah meineirapkan teintang hukum peirliindungan data priibadii

35. 

Hukum peirdata (BW) yang meinurut UUD 1945 teitap beirlaku hiingga diigantiikan 

oleih undang-undang baru, meingatur meingeinaii hak miiliik, diimana pada Pasal 570 

BW meingatur teintang hak-hak darii peimeigang hak miiliik36. 

 

2.3.2. Pengertian Privasi 

Kamus Beisar Bahasa I indoneisiia meingartiikan priivasii seibagaii beibas, keibeibasan atau 

keileiluasaan37. Priivasii adalah konseip yang meiliindungii iinteigriitas, martabat, dan 

keiseijahteiraan seiseiorang. Seitiiap orang beirhak untuk dapat meimiiliih siiapa, untuk apa, 

dan bagaiimana iinformasii teintang meireika diigunakan untuk keipeintiingan teirteintu38. 

Usaha untuk meiliindungii data seibagaii hak priivasii meireika sama deingan meiliindungii 

hak atas keibeibasan beirbiicara, peinyalahgunaan data priibadii adalah salah satu beintuk 

                                                
33 Upik Mutiara dan Romi Maulana, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak 

Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 

1, No. 1, Mei 2020, hlm. 50. 
34 Ibid. hlm. 44. 
35 Erna Priliasari, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce 

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal RechtsVinding, Vol. 12, No. 2, 

2023, hlm. 268. 
36 Lineus Frederico, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan 

Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 8, Issue 2, 

2024, hlm. 383.  
37 https://kbbi.web.id/privasi 
38 Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet 

Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam, 2014, hlm. 2. 
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peilanggaran hak priivasii yang juga meinjadii bagiian hak asasii manusiia seihiingga 

harus diiliindungii

39. Peindeifiiniisan seicara khusus teirkaiit data priivasii diijeilaskan oleih 

Alan Wastiin, meingatakan seibagaii hak iindiiviidu, keiluarga, maupun keilompok, 

diimana meireika dapat meineitapkan batasan atas hal-hal data priivasiinya. Meilaluii 

peingeimbangannya Arthur Miilleir meingatakan bahwa data priivasii seibagaii 

keimahiiran iindiiviidu dalam meinjaga iinformasii yang beirhubungan deingan diiriinya 

yang dapat diikeitahuii. Dalam peirkeimbangan teiknologii hal iinii juga beirlaku teirhadap 

iinformasii seiseiorang yang mampu diijangkau, diiolah, diikumpulkan dan diimaniipulasii 

oleih khalayak umum40. 

 

Seiteilah munculnya beibeirapa peindapat teirkaiit priivasii, muncullah pandangan yang 

pada akhiirnya meinjadiikan priivasii seibagaii hak, kaliim, atau hak priibadii seiseiorang 

dalam meingeindaliikan iinformasii yang dapat diikeitahuii dan tiidak diikeitahuii oeilh 

orang laiin. Priivasii diiartiikan seibagaii standar cara seiseiorang untuk meinjaga bagaiin 

darii diiriinya seipeirtii, iinformasii teintang diirii seindiirii, iideintiitas yang siifatnya rahasiia, 

dan piihak-piihak mana saja yang dapat meingeitahuii dan meimiiliikii akseis keipada diirii 

iindiiviidu teirseibut41. 

 

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 teintang I informasii Teiknologii 

dan E ileiktroniik meinje ilaskan bahwa, priivadii adalah hak iindiiviidu untuk 

meingeindaliikan peinggunaan iinformasii teintang iideintiitas priibadii baiik oleih diiriinya 

seindiirii atau oleih piihak laiinnya  dan peinggunaan seitiiap iinformasii meilaluii meidiia 

eileiktroniik yang meinyangkut data priibadii seiseiorang harus diilakukan deingan 

peirseitujuan orang yang beirsangkutan. Seibeineirnya konseip priivasii sangat abstrak 

seihiingga cukup suliit untuk diideifiiniisiikan, seihiingga beibeirapa pakar dan ahlii 

meimpunyaii peingeirtiian seindiirii atas priivasii. Hak asasii manusiia meindeifiiniisiikan 

                                                
39 Cynthia Hadita, Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak 

Asasi Manusia, Jurnal HAM Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 191. 
40 Wahyudi Djafar, dkk, Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari 

Perspektif  HAM, Jakarta: ELSAM, 2016, hlm. 5. 
41 Neni Susilawati, dkk, A Systematic Literature Review for Distinguishing Tax Terms: 

Equality, Equity, Justice, and Fairness, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 14, 

No. 1, 2021, hlm. 1-13. 
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priivasii seibagaii bagaiin yang peintiing dalam data priibadii yang haknya peintiing untuk 

diibeiriikan peirliindungan42. 

Weistiin meimbagii priivasii meinjadii 4 (eimpat) jeiniis, yaiitu43: 

a. Soliitudei (keiiingiinan untuk dapat meinyeindiirii), iindiiviidu meimiiliikii hak untuk biisa 

meinyeindiirii dan beibasa darii gangguan piihak laiin, seipeirtii beibas darii gangguan 

suara (noiiseis), bau yang tiidak seidap (odours), atau geitaran keiras (viibratiion). 

b. I intiimacy (keideikatan), iindiiviidu meimiiliikii hak untuk meimpunyaii hubungan yang 

sangat deikat deingan orang laiin, seipeirtii hubungan deingan keiluarga, antar 

suamii-iistrii, dan hubungan peikeirjaan tanpa diigangguan oleih piihak laiin. 

c. Anonymiity (tiidak diikeinal), hak iinii dapat meinjadii dasar jiika seiseiorang tiidak 

iingiin diikeinal atau diikeitahuii iideintiitasnya oleih orang laiin dan tiidak diiiikutii. 

d. Reiseirvei (jarak), iindiiviidu meimiiliikii hak untuk meinjaga jarak deingan 

keipeintiingan umum, seihiingga beibas dalam meineintukan hubungan diiriinya 

deingan publiik. 

 

Seilaiin iitu teirdapat tiiga aspeik yang ada teintang priivasii, yaiitu44: 

a. Priivasii teintang priibadii iindiiviidu (priivacy of a peirsons’s peirsona), priivasii 

meimiiliikii hak meindasar untuk diibiiarkan seindiirii atau riight to bei leit alonei. 

b. Priivasii darii data teintang seiseiorang (priivacy of data about a peirson), hak atas 

priivasii juga meileikat pada iinformasii seiseiorang yang diikumpulkan dan 

diigunakan oleih piihak laiin. Seihiingga, apabiila teirjadii peilanggaran teirhadap data 

teirseibut dapat diikatakan seibagaii peilanggaran hak atas priivasii seiseiorang. 

c. Priivasii atas komuniikasii seiseiorang (priivacy of a peirson’s communiicatiion), 

seigala beintuk komuniikasii baiik seicara langsung maupun onliinei, teitap 

meimeirlukan peirliindungan bagii hak priivasii teirseibut. Seirta peirlunya 

peingawasan dan peinyiikapan darii iisii komuniikasii yang diilakukan teirseibut, dan 

apabiila tiidak ada iiziin darii peingiiriim iinformasii, maka iitu dapat diikatakan seibagii 

seibuah peilanggaran teirhadap priivasii seiseiorang. 

                                                
42 Sinta Dewi, Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-

Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 29. 
43 Ibid, hlm. 40-41. 
44 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 160-161. 
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Meiskiipun priivasii teirmasuk seibagaii hak asasii manusiia, namun seibeineirnya teirdapat 

beibeirapa peingeicualiian dalam peirliindungan data priibadii teirseibut. Meinurut Waarre in 

dan Brandeiiis priivasii tiidak beirsiifat mutlak teitapii meimiiliikii batasan, yaiitu45: 

a. Data priibadii seiseiorang meimiiliikii keimungkiinan untuk diipubliikasiikan apabiila 

iitu diilakukan deimii keipeintiingan publiik. 

b. Apabiila diirasa tiidak ada keirugiian yang akan muncul, maka tiidak ada 

peirliindungan bagii priivasii teirseibut. 

c. Apabiila yang beirsangkutan meinyeitujuii untuk iinformasii priibadiinya diiseibarkan 

keipada publiik maka tiidak ada peirliindungan atas priivasiinya iitu. 

d. Peirseitujuan darii priivasii harus meindapatkan peirliindungan hukum, seibab 

apabiila teirjadii keirugiian yang diideiriita suliit untuk diilakukan peiniilaiian. Hal 

teirseibut kareina me inyangkut meintal iindiiviidu yang diirasa keirugiiannya leibiih 

beisar diibandiingkan keirugiian fiisiik. 

2.3.3. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi 

Peirliindungan atas data priibadii meimiiliikii hubungan deingan priivasii, diimana 

I indoneisiia sudah cukup lama me ingeinal liingkup priivasii. Konstiitusii I indoneisiia 

meiliindungii priivasii seibagaii hak yang meileikat pada iindiiviidu, seihiingga sangat peirlu 

diipeirhatiikan meingeinaii urgeinsii darii peirliindungan data priibadii dii I indoneisiia46. 

Beibeirapa produk hukum yang diisahkan oleih peimeiriintah guna untuk me iliindungi i 

data priibadii antara laiin, Kiitab Undang-Undang Hukum Pe irdata (KUH Pe irdata), 

pada tahun 2022 pe imeiriintah teilah meingeisahkan RUU Pe iliindungan Data Priibadi i 

meinjadii Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 te intang Peiliindungan Data Priibadii, 

yang teirdiirii darii 16 bab dan 76 pasal47. Seibeilum akhiirnya UU Peiliindungan Data 

Priibadii diisahkan, te irdapat beibeirapa peingaturan meingeinaii data priibadii seicara 

teirpiisah. Konseip dasar siisteim iinformasii teirdapat pada Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 peirubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahum 2008 teintang 

I informasii dan Transaksii E ileiktroniik. Lalu data priibadii juga diiatur dalam Pe iraturan 

Peimeiriintah Nomor 71 Tahun 2019 te intang Peinyeileinggaraan Siisteim dan Transaksii 

                                                
45 Siti Yuniarti, Op.Cit. Hlm: 150. 
46 Syafira Agata Ramadhani, Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di 

Indonesia Dan Uni Eropa, Jurnal Hukum Lex generalis, Vol.3, No. 1, Januari 2022, hlm. 75. 
47https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+

Undang-Undang, diakses pada 12 September 2024. 

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang
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E ileiktroniik. Meinteirii Komuniikasii dan I informasii juga meingeiluarkan Peiraturan 

Meinteirii Nomor 20 Tahun 2016 te intang Peirliindungan Data Priibadii Dalam Siisteim 

E ileiktroniik dan masiih ada beibeirapa hukum posiistiif I indoneisiia laiinnya yang 

beirhubungan deingan data priibadii

48.  

 

Duniia iinteirnasiional juga meimiiliikii peingaturan meingeinaii peirliindungan data priibadi i 

yang meinjadii standar yaiitu Unii Eiropa Reigulati ion (E iU) 2016/679 on thei proteicti ion 

of peirsonal data, juga diikeinal seibagaii Geineiral Data Prote icti ion Reigulati ion 

(GDPR). Teirdapat 6 (einam) priinsiip umum pada GDPR untuk peirliindungan data 

dan meimpeirluas deifiiniisii data priibadii. Iinii juga meimasukkan hak portabiiliitas data, 

yang meingharuskan pe ingeindalii data meimproseis data seisuaii deingan tujuan dan 

keibutuhan peimiiliik data49. 

2.3.4. Jenis-Jenis Data Pribadi 

Diiseibutkan pada Pasal 4 UU Peirliindungan Data Priibadii meingeinaii jeiniis-jeiniis data 

priibadii yaiitu: 

1. Data Priibadii yang beirsiifat speisiifiik, yaiitu: 

a. Data dan iinformasii keiseihatan; 

b. Data biiomeitriik; 

c. Data geineitiika; 

d. Data keijahatan; 

e. Data anak; 

f. Data keiuangan priibadii; dan/atau 

g. Data laiinnya seisuaii deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan 

 

2. Data priibadii yang beirsiifat umum, yaiitu: 

a. Nama leingkap; 

b. Jeiniis keilamiin; 

c. Keiwarganeigaraan; 

d. Agama; 

                                                
48 Syafira Agata Ramadhani, Op.cit, hlm. 78. 
49 Endison Ravlindo, Op.cit,hlm. 4751. 
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e. Status peirkawiinan; dan/atau 

f. Data priibadii yang diikombiinasiikan untuk meingiideintiifiikasii seiseiorang. 

2.3.5. Bentuk Pelanggaran Data Pribadi 

Peilanggaran adalah suatu tiindakan atau peirbuatan yang meilawan aturan yang 

beirlaku. Peilanggaran data priibadii meirupakan peirbuatan meilawan hukum teirhadap 

data priibadii yang teilah diiliindungii dalam peiraturan peirundang-undangan. Wiilliiam 

L. Prosseir (1960) meineigaskan teirdapat eimpat jeiniis gangguan teirhadap priivasii 

iindiiviidu, yaiitu50: 

a. Gangguan yang beirkaiitan deingan tiindakan iindiiviidu yang meinye indiirii atau 

meingasiingkan diirii, seirta gangguan teirhadap hubungan priibadii; 

b. Peinyeibaran fakta meimalukan kei ranah publiik; 

c. Peimbeiriian iinformasii yang salah keipada publiik; 

d. Otoriisasii tanpa iiziin atas hak seiseiorang untuk keipeintiingan piihak laiin.  

Peilanggaran data priibadii teirkadang teirjadii akiibat adanya keiseimpatan yang 

diibeiriikan kareina korban seindiirii yang lalaii teirhadap iinformasii priibadiinya. Namun 

hal iinii teintu dapat diiceigah jiika keiamanan dan peingawasan diilakukan leibiih 

maksiimal oleih peimeiriintah dan masyarakat. 

 

Dalam halnya peilanggaran priivasii atas seiseiorang, teirdapat eimpat jeini is 

peilanggaran51: 

a. Meineimpatkan iinformasii iindiiviidu pada teimpat yang tiidak seiharusnya, seipeirtii 

meingunggah foto seiseiorang dalam seibuah artiikeil. 

b. Meinggunakan iinformasii iindiiviidu miisalnya nama atau iideintiitas laiin deingan 

tujuan meincarii keiuntungan. 

c. Meingganggu piihak laiin yang seidang meinggunakan waktunya untuk diirii 

seindiirii. 

d. Meimbuka keiadaan yang dapat meireindahkan diirii seiseiorang keipada umum. 

 

 

                                                
50 Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: 

Kajian Hukum Positif Indonesia, Ganesha Law Review, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, hlm. 47. 
51 Edmon Makarim, Loc.Cit. 
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2.3.6. Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi 

UU Peiliindungan Data Priibadii meinyeibutkan asas-asas yang ada dalam peiliindungan 

data priibadii, yaiitu52: 

a. Asas Peirliindungan 

Peirliindungan dalam hal iinii adalah meingeinaii tiindakan untuk meiliindungii diirii seindiirii, 

eiksiisteinsii piihak yang meibeiriikan peirliindungan, seirta langkah yang diilakukan dalam 

meiliindungii. Keitiiga hal iinii saliing beirkaiitan dalam hal me iliindungii data priibadii darii 

subje ik data priibadii. Peinjeilasan meingeinaii asas iinii dalam UU Peiliindungan Data 

Priibadii bahwa, seigala beintuk peimroseisan data priibadii yang diilakukan deingan 

meimpeirhatiikan peiliindungan bagii subjeik data priibadii atas data priibadiinya agar data 

priibadii teirseibut tiidak diisalah gunakan. 

b. Asas Keipastiian Hukum 

Salah satu beintuk darii keipastiian hukum adalah undang-undang yang diibuat seicara 

teirtuliis, agar teirjamiinnya produk hukum yang sudah ada. Keipastiian hukum juga 

diikeinal seibagaii dasar hukum dalam peimbeiriian keipastiian dalam peinanganan data 

priibadii yang sah, dan untuk meiliindungii subjeik data seirta piihak-piihak yang teirliibat. 

Peinjeilasan dalam UU Peiliindungan Data Priibadii yaiitu, seitiiap peimroseisan yang 

diilakukan pada data priibadii diilakukan beirdasarkan landasan hukum untuk 

meiwujudkan peiliindungan bagii data priibadii seirta seimua peindukung yang diigunakan 

dalam peinyeileinggaraannya, seihiingga meindapatkan peingakuan hukum baiik dii 

dalam peingadiilan maupun dii luar peingadiilan. 

c. Asas Keipeintiingan Umum 

Dalam meilaksanakan peirliindungan data priibadii baiik darii seigii peineirapan, 

peineigakan, dan peilaksaannya meimeirlukan peirtiimbangan keipeintiingan masyarakat 

seicara keiseiluruhan. Dalam UU Peiliindungan Data Priibadii keipeintiingan teirseibut 

meincakup keipeintiingan peinyeile inggaraan neigara dan peirtahanan dan keiamanan 

nasiional. 

 

 

                                                
52 Erwin Tumpal F.T., dkk, Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terkait Kebocoran 

Data Pribadi Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Journal Syntax Idea, Vol. 6, 

No. 3, 2024, hlm. 7-9. 
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d. Asas Keimanfaatan 

Dalam peimbuatan produk hukum peintiing untuk seilalu meimpeirhatiikan manfaatnya 

bagii masyarakat seihiingga teirpeinuhii seicara maksiimal tujuan darii undang-undang 

teirseibut. Deingan meiliihat asas iinii, maka aturan peirliindungan keipeintiingan nasiional 

harus meimbeinarkan peinggunaan data priibadii. Pada UU Peiliindungan Data Priibadii 

peingaturan darii peiliindungan data priibadii harus beirmanfaat bagii keipeintiingan 

nasiional, khususnya dalam hal meiwujudkan ciita-ciita keiseijahteiraan umum. 

e. Asas Keihatii-hatiian 

Data priivasii masuk kei dalam hak priivasii yang sudah meindapat peirliindungan ole ih 

badan hukum iinteirnasiional maupun nasiional, heindaknya seimua orang maupun 

organiisasii yang meingeilola data priibadii untuk meimpeirhatiikan seigala aspeik deingan 

hatii-hatii.UU Peiliindungan Data Priibadii meinjeilaskan asas iinii untuk seimua piihak 

yang teirkaiit peimroseisan dan peingawasan teirhadap data priibadii untuk 

meimpeirhatiikan seigeinap aspeik yang beirpoteinsii meindatangkan keirugiian. 

f. Asas Keiseiiimbangan 

Keiseiiimbangan dapat juga diiseibut seibagaii keisamaan atau keiseitaraan. UU 

Peiliindungan Data Priibadii meinyeibutkan seibagaii upaya peiliindungan data priibadii 

dalam hal meinye iiimbangkan antara hak atas data priibadii satu piihak deingan hak 

neigara seicara sah beirdasarkan keipeintiingan umum. 

g. Asas Peirtannggungjawaban 

Meimpeirtanggungjawabkan suatu keisalahan yang diilakukan seiseiorang beiriisiiko 

untuk diituduh dan diigugat. Untuk meimeinuhii keiwajiibannya seiseiorang harus 

beirtanggung jawab. UU Peiliindungan Data Priibadii meinjeilaskan bahwa seimua piihak 

yang teirliibat pada peimroseisan dan peingawasan data priibadii beirtiindak deingan 

beirtanggung jawab, agar meinjamiin keiseiiimbangan antara hak dan keiwajiiban para 

piihak teirmasuk subjeik data priibadii. 

h. Asas Keirahasiiaan 

Langkah-langkah keirahasiiaan harus diiteirapkan dalam meinceigah akseis yang tiidak 

sah kei data priibadii. Iinformasii priibadii seipeirtii nama, alamat, teimpat tanggal lahiir, 

riiwayat peinyakiit dan laiin seibagaiinya meimeirlukan keiamanan apabiila akan 

diigunakan atau diiseibarkan oleih peingeilola dan peingguna. 
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2.3.7. Tujuan Perlindungan Data Pribadi 

Tujuan diilakukannya peirliindungan teirhadap data priibadii, antara laiin:  

a. Keipastiian Hukum 

Peirkeimbangan teiknlogii yang meingakiibatkan keinaiikan jumlah peingguna iinteirneit 

teirutama I indoneisiia. Teirdata seikiitar seiratus seimbiilan puluh juta orang darii jumlah 

peinduduk I indoneisiia yang beirkiisar dua ratus einam puluh einam juta orang, yang 

artiinya seikiitar 73,7% warga Iindoneisiia teilah meinggunakan teiknologii. Deingan 

keimajuan iinii muncul lah masalah keiamanan, ancaman, dan masalah peirliindungan 

data priibadii

53. Seihiingga diipeirlukan peiraturan yang biisa meimbeiriikan keipastiian 

hukum teirhadap peirliindungan data priibadii warga neigara. Keiadaan iinii seimakiin 

meimacu peimeiriintah untuk dapat meinyeileinggarakan seibuah undang-undang yang 

dapat diigunakan seibagaii dasar hukum dalam meiniingkatkan peirliindungan dan 

keipastiian hukum bagii warga neigara I indoneisiia. Deingan adanya Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2022 teintang Peiliindung dan Data Priibadii diiharapkan warga 

neigara meindapat keipastiian hukum, dan meingurangii peingakseisan data priibadii oleih 

oknum tiidak beirtanggung jawab tanpa iiziin.  

b. Peirliindungan Data Priibadii Seibagaii Hak Asasii Manusiia  

Peirliindungan data priibadii meimiiliikii tujuan yang sama seipeirtii peimeinuhan hak-hak 

priibadii laiinnya. Hak untuk meinghormatii keihiidupan priibadii masuk seibagaii hak 

untuk peirliindungan keihiidupan priibadii tiiap iindiiviidu, yang beirkaiitan deingan 

manusiia seibagaii makhluk hiidup. Seihiingga tiiap iindiiviidu adalah peimiiliik utama yang 

meimiiliikii hak untuk meiliindungii data priibadii masiing-masiing. Salah satu hak asasii 

manusiia adalah priivasii yang harus diiliindungii dan teilah diiakuii dalam Pasal 12 

Deiklarasii Umum Hak Asasii Manusiia (DUHAM) pada tahun 1948, yang 

meinjeilaskan bahwa “Tiidak ada seiorangpun dapat diiganggu deingan seiweinang-

weinang dalam hal urusan priibadii, keiluarga, rumah tangga atau hubungan surat 

meinyuratnya, juga tiidak diipeirkeinakan peilanggaran atas keihormatan dan nama 

baiiknya. Seitiiap orang beirhak meindapat peirliindungan hukum teirhadap gangguan 

                                                
53 Hezkiel Bram dan Fatma Ulfatun, Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia 

Terkait Dengan Kebocoran Data, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 976. 
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atau peilanggaran iitu”54. Pada putusan No.5/PUU-VIiI iIi/2011 Mahkamah Konstiitusii 

meinyatakan bahwa hak keirahasiiaan meirupakan salah satu hak asasii manusiia (hak 

yang tiidak boleih diiganggu gugat), hak keirahasiiaan teirseibut teirmasuk diidalamnya 

adalah hak keirahasiiaan iinformasii atau hak keirahasiiaan data55. Dalam ASE iAN 

Human Riights Deiclaratiion, Pasal 21 seicara eikspliisiit meingakuii hak priivasii atas data 

priibadii. Deiwasa iinii, leibiih darii 120 neigara teilah meimiiliikii reigulasii yang meingatur 

teintang peirliindungan data56.  Meinurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

teintang Hak Asasii Manusiia pada Pasal 1, “Hak Asasii Manusiia (HAM) adalah 

seipeirangkat hak yang meileikat pada hakiikat dan keibeiradaan manusiia seibagaii 

makhluk Tuhan Yang Maha E isa dan meirupakan anugeirah-Nya yang wajiib 

diihormatii, diijunjung tiinggii, dan diiliindungii oleih neigara, hukum, peimeiriintah dan 

seitiiap orang deimii keihormatan seirta peirliindungan harkat dan martabat manusiia”. 

Deingan deimiikiian kiita tahu bahwa peirliindungan teirhadap HAM adalah beintuk 

meinjaga eiksiisteinsii manusiia deingan meinjaga keiseiiimbangan antar hak dan 

keiwajiiban. Sudah meinjadii tanggung jawab beirsama bagii neigara, peimeiriintah, 

bahkan satuan teirkeiciil yaiitu tiiap iindiiviidu untuk meilakukan upaya meiliindungii seirta 

meinjunjung tiinggii HAM. 

 

2.4. Tinjauan Tentang Data Kesehatan 

2.4.1. Pengertian Data Kesehatan 

Data keiseihatan meinurut Peiraturan Peimeiriintah No 46 Tahun 2014 teintang Siiste im 

I informasii Keiseihatan, pada Pasal 1 angka 1 meingatakan bahwa “Data Keiseihatan 

adalah angka dan fakta keijadiian beirupa keiteirangan dan tanda-tanda yang seicara 

reilatiif beilum beirmakna bagii peimbangunan keiseihatan”. Seiteilah data keiseihatan 

teirseibut meilaluii proseis yang meinjadiikannya seibuah beintuk yang leibiih meingandung 

niilaii dan makna untuk meiniingkatkan peingeitahuan untuk keimajuan peimbangunan 

keiseihatan dalam Peiraturan Peimeiriintah iinii diiseibut seibagaii iinformasii keiseihatan. 

Leibiih lanjut data keiseihatan teirdiirii atas data rutiin dan data nonrutiin, diimana data 

                                                
54 Siti Yuniarti, Op.Cit. hlm. 149. 
55 Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia 

Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-

Undangan Di Negara Lain), Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 111. 
56 Ibid, hlm. 112. 



28 
 

rutiin diikumpulkan seicara konsiistein oleih peinyeileinggara fasiiliitas peilayanan 

keiseihatan, iinstansii peimeiriintah daeirah, dan iinstansii peimeiriintah meilaluii peincatata 

dan peilaporan atau cara laiinnya. Seidangkan, data nonrutiin dapat diikumpulkan 

kapan saja seisuaii deingan keibutuhan dan priioriitas yang diigunakan untuk 

peimbangunan keiseihatan oleih peimeiriintah. Pada UU Peirliindungan Data Priibadii 

dalam pasal 4 diikeitahuii teirdapat 2 klasiifiikasii data priibadii, yaiitu data priibadii yang 

beirsiifat umum dan data priibadii yang beirsiifat speisiifiik. Data keiseihatan diiseibut 

seibagaii data priibadii yang beirsiifat speisiifiik beirsama deingan data biiomeitriik, data 

geineitiika, catatan keijahatan, data anak, data keiteirangan priibadii; dan/atau data 

laiinnya seisuaii deingan peiraturan peirundang-undangan. Beirartii, data keiseihatan 

teirmasuk data priibadii yang beirdampak leibiih beisar bagii subjeik data priibadii, seipeirtii 

diiskriimiinasii dan keirugiian yang leibiih beisar57.  

 

Piihak laiin yang turut andiil pada data keiseihatan adalah piihak peingeindalii yang 

meiliiputii seitiiap orang, badan hukum, dan organiisasii. Peingeindalii data dalam hal iinii 

adalah rumah sakiit. Untuk meimproseis data keiseihatan, rumah sakiit harus 

meindapatkan peirseitujuan pasiiein, keicualii keitiika teirjadii kasus-kasus teirteintu sseipeirtii 

keitiika diilakukan untuk meiliindungii pasiiein darii ancaman keiseilamatan nyawa, umtuk 

tujuan peiradiilan, atau untuk peilaksanaan peirjanjiian pasiiein. Rumah sakiit meimiiliikii 

keiwajiiban untuk meiliindungii dan meimantau peimroseisan data keiseihatan, meinceigah 

akseis yang tiidak sah, dan meineirapkan siisteim keiamanan yang teipat. Seilaiin iitu, 

rumah sakiit harus meincatat seiluruh aktiiviitas peimroseisan data dan meimbeiriikan 

akseis keipada pasiiein teirhadap data seirta reikam jeijak peimroseisan teirseibut dalam 

waktu maksiimal 3x24 jam seiteilah meineiriima peirmiintaan, seisuaii deingan peiriiode i 

peinyiimpanan data yang beirlaku58. 

2.4.2. Pengertian Rekam Medis 

Meiliihat darii peinjeilasan Pasal 173 Ayat (1) huruf c  yang diimaksud deingan reikam 

meidiis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien yang dibuat 

                                                
57 Maher dkk, Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan 

Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia,  Jurnal Ners, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 868. 
58 Endison Ravlindo, Op.cit, hlm. 4766 
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dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan 

rekam medis. Peingeirtiian laiin yang diibeiriikan keipada reikam meidiis meincakup 

keiteirangan teirtuliis ataupun reikaman meingeinaii iideintiitas, anamneisiis, iideintiifiikasii 

fiisiik, peimeiriiksaan laboratoriium atau radiiologii, diiagnosiis, dan tiindakan meidiis yang 

diibeiriikan keipada pasiiein, baiik rawat jalan, rawat iinap, maupun gawat darurat59.  

 

Reikam meidiis pada mulanya diilakukan deingan cara konveinsiional meinggunakan 

keirtas, seiiiriing deingan beirkeimbangnya zaman yang seirba meinggunakan teiknologii 

diigiital seihiingga cara konveinsiional diirasa kurang meincukupii. Untuk iitu reikam 

meidiis meingalamii peirubahan cara mulaii darii peingumpulan, peinhiimpanan, 

peingolahan, hiingga peimbeiriian akseis teirhadap data yang ada dii dalam reikam meidi is 

pasiiein pada fasiiliitas peilayanan keiseihatan, diilakukan deingan meimpeirdayakan 

teiknologii iinformasii dalam siisteim manajeiman basiis data yang meinggabungkan 

seigala iinformasii darii beirbagaii sumbeir data meidiis, agar leibiih eifeiktiif, eifiisiiein, dan 

mudah. Seilanjutnya pada Peiraturan Meinteirii Keiseihatan Nomor 24 Tahun 2024 

Teintang Reikam Meidiis pada Pasal 1 ayat (2) diijeilaskan bahwa, “Reikam Meidi is 

E ileiktroniik adalah reikam meidiis yang diibuat deingan meinggunakan siisteim eileiktroniik 

yang diipeiruntukkan bagii peinyeileinggaraan reikam meidiis”.  

 

Reikam meidiis diideifiiniisiikan seibagaii gambaran seigala aktiiviitas yang beiriikan keipada 

pasiiein oleih teinaga keiseihatan baiik teirtuliis atau eileiktroniik seicara leingkap dan jeilas60. 

Reikam me idiis seibagaii dokumein rahasiia juga meimiiliikii fungsii seibagaii alat buktii 

dalam upaya peineigakan hukum. Jiika teirjadii suatu peirkara antara pasiiein deingan 

piihak rumah sakiit atau teinaga keiseihatan, reikam meidiis dapat meinjadii salah satu alat 

buktii yang meinjadii peirtiimbangan peinyiidiik, peinuntut umum dan dii deipan siidang 

peingadiilan61. 

 

                                                
59 Alfian Listya dan Anang Setiawan, Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk 

Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi COVID-19, Jurnal Hukum dan Pembangunan 

Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 96. 
60 Tiromsi Sitanggang, Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan 

Perlindungan Hak Pasien, Universitas Islam Bandung, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial 

Humaniora Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 199. 
61 Rospita Adelina Siregar, Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I, Universitas Kristen 

Indonesia, Jakarta: UKI Press, 2020, hlm. 105. 
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Reikam meidiis yang meinjadii hubungan khusus antara pasiiein dan dokteir yang 

beirsiifat rahasiia seihiingga harus diiliindungii meingiikutii aturan kodei eitiik keidokteiran 

dan peiraturan peirundang-undangan. Reikam meidiis meimiiliikii masa siimpan yang 

beirlaku bagii reikam meidiis, meirujuk pada PEiRME iNKE iS Nomor 24 Tahun 2022 

diijeilaskan bahwa: 

1. Lama masa siimpan reikam meidiis eileiktroniik dii fasiiliitas peilayanan keiseihatan 

paliing siingkat 25 (dua puluh liima) tahun seijak kunjungan teirakhiir pasiiein; 

2. Seiteilah batas waktu teirseibut reikam meidiis eileiktroniik dapat diikeicualiikan untuk 

diimusnahkan apabiila data teirseibut masiih akan diipeirgunakan atau 

diimanfaatkan; 

Dalam peineirapannya reikam me idiis eileiktroniik harus teirdapat aturan yang meinjadii 

dasar peilaksaannya, yaiitu seibagaii beiriikut62: 

a. Reikam meidiis eileiktroniik harus aman, yang artiinya reikam meidiis eileiktroniik 

hanya biisa diiakseis oleih dokteir yang meilakukan peimeiriiksaan teirhadap pasiiein, 

dan apabiila teirdapat peirbaiikan atau peimbaharuan teirhadap iisii reikam meidiis 

eileiktroniik, maka teinaga meidiis atau teinaga keiseihatan yang beirweinang yang 

meimiiliikii kata sandii khusus dan seisuaii deingan hak akseis teirteintu. 

b. Reikam meidiis eileiktroniik harus iinformatiif, data yang diimasukkan harus beinar, 

leingkap, dan seisuaii deingan keipeintiingan masiing-masiing. 

c. Reikam meidiis eileiktroniik harus eifiisiiein, artiinya tiidak ada dua data atau leibiih 

yang dapat diimasukkan, seihiingga peinomoran atas reikam meidiis eileiktroniik 

harus seicara jeilas diituliiskan kei dalam seitiiap data reikam meidiis eileiktroniik. 

d. Reikam me idiis eileiktroniik harus beirmutu, artiinya reikam meidiis dalam proseidur 

reigiistrasii dapat diilakukan leibiih ceipat dan teipat seihiingga pasiiein dapat 

teirpuaskan atas peilayanan yang diibeiriikan oleih rumah sakiit. 

2.4.3. Tujuan Rekam Medis 

Reikam meidiis diilaksanakan agar teinaga meidiis atau teinaga keiseihatan dapat 

meiniinjau progreis darii pasiiein darii awal diilakukan peimeiriiksaan sampaii akhiir 

                                                
62 Satria Indra Kesuma, Rekam Medis Elektronik Pada Pelayanan Rumah Sakit Di 

Indonesia: Aspek Hukum Dan Implementasi, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan 

Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 202. 
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peirawatan. Peincatatan dalam reikam meidiis teirseibut diimulaii seijak pasiie in 

meindaftarkan diirii pada fasiiliitas peilayanan keiseihatan yang diidatangii, baiik  iitu 

peirawatan yang diilakukan dalam rawat jalan, rawat iinap, maupun fasiiliitas gawat 

darurat, seimua diilakukan peincatatan dalam reikam meidiis. Darii siinii kiita dapat 

meiliihat bagaiimana mutu peilayanan darii seibuah fasiiliitas peilayanan keiseihatan63.  

Tujuan darii reikam meidiis yang diikeimukakan oleih Giinoby dapat diisiingkat meinjadii 

ALFRE iD, yang teirdiirii darii

64: 

a. Aspeik admiiniistrasii (Admiini istratiion) 

Pada aspeik iinii dokumein reikam meidiis meirupakan kumpulan darii seimua 

tiindakan yang diilakukan oleih teinaga meidiis atau teinaga keiseihatan yang 

meimiiliikii weiweinang untuk meilakukan peilayanan keiseihatan seihiingga tujuan 

darii peilayanan keiseihatan dapat teirpeinuhii. 

b. Aspeik hukum (Leigal) 

Pada aspeik hukum dokumein reikam meidiis seindiirii dapat meinjadii alat buktii 

dalam peineigakan hukum apabiila teirjadii suatu seingkeita untuk meinjamiin 

adanya keipastiian hukum. 

c. Aspeik keiuangan (Fiinanciial) 

Pada aspeik keiuangan iisii darii reikam meidiis seiseiorang meimiiliikii niilaii 

diikareinakan iisii reikam meidiis iinii meimmuat iinformasii dan data teirkaiit 

peirhiitungan biiaya seilama pasiiein meineiriima peilayanan keiseihatam mulaii darii 

tiindakan, peingobatan, dan peirawatan. 

d. Aspeik peineiliitiian (Reiseiarch) 

Pada aspeik iinii dokumein reikam meidiis yang meimbuat data dan iinformasii 

speisiifiik teirkaiit riiwayat peinyakiit dan tiindakan yang diibeiriikan, hal teirseibut 

dapat diijadiikan objeik darii peineiliitiian maupun peingeimbangan dalam biidang 

iilmu keiseihatan iitu seindiirii, deimii keimajuan biidang keiseihatan dii masa deipan. 

e. Aspeik peindiidiikan (E iducatiion) 

                                                
63 Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: EGC, 2011, hlm. 82. 

64 Shinta, dkk, Perlindungan Data Pribadi Dalam Bidang Rekam Medis, Malang: UB 

Press, 2023, hlm. 12 
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Pada aspeik peindiidiikan dokumein reikam meidiis yang beiriisiikan data dan 

iinformasii teirkaiit kronologii dan peirkeimbangan atas tiindakan meidiis yang 

diibeiriikan oleih teinaga meidiis atau teinaga keiseihatan keipada pasiiein. 

f. Aspeik dokumeintasii (Documeintatiion) 

Pada aspeik iinii dokumein darii reikam me idiis meimiiliikii niilaii dokumeintasii, diimana 

wajiib untuk diiarsiipkan dan diisiimpan seibagaii beintuk darii peirtanggungjawaban 

rumah sakiit atau fasiiliitas peilayanan keiseihatan laiinnya. 

2.4.4. Isi Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik 

Reikam meidiis biiasanya teirdiirii atas dua jeiniis data utama, yaiitu65: 

a. Dokumein meidiis atau kliiniis, yang meincakup seimua iinformasii teintang riiwayat 

keiseihatan seiorang pasiiein, seipeirtii diiagnosiis, peingobatan, hasiil peime iriiksaan 

fiisiik, laporan teinaga meidiis, dan hasiil laboratoriium dan radiiologii, seipeirtii 

rontgein. Keicualii dalam beibeirapa kasus teirteintu yang teilah diiatur oleih 

peiraturan peirundang-undangan, dii luar iitu iinformasii iinii tiidak dapat diibagiikan 

keipada piihak laiin tanpa peirseitujuan pasiiein, seibab data iinii beirsiifat rahasiia. 

b. Dokumein sosiiologiis atau non meidiis, meiliiputii iinformasii seipeirtii iideintiitas, 

alamat, status eikonomii dan laiin-laiin, yang tiidak teirkaiit kondiisii meidiis pada 

pasiiein. Meiskiipun beigiitu, ada piihak-piihak yang meinganggap data iinii adalah 

data biiasa yang tiidak beigiitu beirsiifat rahasiia, dan teirdapat seibagiian yang 

meinganggap iitu adalah data yang beirsiifat rahasiia. 

2.5.  Hak Dan Kewajiban Pasien 

Peingeirtiian pasiiein meinurut UU Keiseihatan adalah, seitiiap orang yang meimpeiroleih 

peilayanan keiseihatan darii teinaga meidiis dan/atau teinaga keiseihatan. Peingeirtiian laiin 

yang diijeilaskan pada PEiRME iNKE iS Nomor 24 Tahun 2022, pada BAB I i Keiteintuan 

Umum, pasiiein adalah seitiiap orang yang meilakukan konsultasii masalah 

keiseihatannya untuk meimpeiroleih peilayanan keiseihatan yang diipeirlukan baiik seicara 

langsung maupun tiidak langsung dii fasiiliitas peilayanan keiseihatan. Hak pasiiein juga 

                                                
65 Sunny Ummul Firdaus, Rekam Medik Dalam Sorotan Hukum dan Etika, LPP UNS Press, 

2008, hlm. 7.  
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diiatur pada Pasal 276 UU Keiseihatan diijeilaskan bahwa pasiiein meimiiliikii hak seibagaii 

beiriikut: 

a. Meindapatkan iinformasii keiseihatan teirhadap diiriinya; 

b. Meindapatkan keijeilasan meingeinaii peilayanan keiseihatan yang akan diiteiriima; 

c. Meindapatkan peilayanan keiseihatan yang seisuaii deingan keibutuhan meidiis, 

standar profeisii, dan peilayanan yang beirmutu; 

d. Meinolak atau meinye itujuii tiindakan meidiis, keicualii untuk tiindakan meidiis yang 

diipeirlukan dalam rangka peinceigahan peinyakiit meinular dan peinanggulangan 

KLB atau Wabah; 

e. Meindapatkan akseis teirhadap iinformasii yang teirdapat pada reikam meidiis; 

f. Pasiiein beirhak meimiinta peindapat keipada Teinaga Meidiis atau Teinaga Keiseihatan 

laiin. 

Seilaiin hak-hak yang harus diipeinuhii, pasiiein juga meimiiliikii keiwajiiban yang harus 

diilakukan, hal teirseibut diiatur pada Pasal 277 dalam undang-undang yang sama. 

Pasiiein meimpunyaii keiwajiiban seibagaii beiriikut: 

a. Meimbeiriikan iinformasii yang leingkap dan jujur teintang masalah keiseihatannya; 

b. Meimatuhii nasiihat dan peitunjuk teinaga meidiis dan teinaga keiseihatan; 

c. Meimatuhii keiteintuan yang beirlaku pada fasiiliitas peilayanan keiseihatan; dan 

d. Meimbeiriikan iimbalan jasa atas peilayanan yang diiteiriima. 
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2.6.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keiteirangan:  

 

 

Keiteirangan: 

Darii keirangka piikiir dii atas diikeitahuii bahwa UU Peiliindungan Data Priibadii 

meingatur meingeinaii data priibadii. Data priibadii teirdapat dua macam yaiitu 

data umum dan data speisiifiik, dalam hal iinii data keiseihatan masuk teirdalam 

data speisiifiik yang iisiinya me ingeinaii kondiisii keiseihatan darii pasiiein deingan 

sangat deitaiil mulaii darii iideintiitas darii pasiiein hiingga peingobatan yang seidang 

atau teilah diilakukan oleih pasiiein. Data keiseihatan masuk kei dalam data yang 

harus diijaga keirahasiiaannya oleih siiapapun teirmasuk piihak rumah sakiit 

mulaii darii piimpiinan hiingga struktur kei bawah harus meinjaga rahasiia meidi is 

darii pasiiein rumah sakiit. 

Pada peilaksanaannya masiih teirdapat keibocoran data keiseihatan yang 

diilakukan oleih piihak tiidak beirtanggung jawab, yang meimiiliikii keiwajiiban 

untuk meinjaga data teirseibut dan beirakiibat buruk bagii korban yang teilah 

Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 Tentang 

Pelindungan Data Pribadi 

Perlindungan 

Hukum 

Kebocoran Data 

Kesehatan 

Upaya Hukum 

Pelindungan Data 

Pribadi 
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diibocorkan data keiseihatannya. Oleih kareina iitu peinuliis akan meingkajii 

bagaiimana beintuk peirliindungan hukum bagii pasiiein dan bagaiimana upaya 

hukum yang dapat diilakukan jiika teirjadii keibocoran data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

III. METODE PENELITIAN 

 

Meitodei yang beirasal darii bahasa Yunanii, “Meitha” meimiiliikii artii meilaluii, dan 

“Hodos” yang beirartii cara, jalan, alat, atau gaya. Seihiingga dapat diiartiikan bahwa 

meitodei adalah cara atau jalan yang diigunakan untuk meincapaii seibuah tujuan66. 

Seidangkan peineiliitiian yang beirasal darii teirjeimahan bahasa I inggriis yaknii reiseiarch, 

deingan “rei” (keimbalii) dan “to seiarch” (meincarii), seihiingga reiseiarch beirartii 

meincarii keimbalii. Peineiliitiian pada dasarnya adalah suatu upaya peincariian deingan 

diidasarii rasa keitiidaktahuan dan keiiingiinan untuk meincarii jawaban darii 

keitiidaktahuan teirseibut67. Seidangkan meitodei iilmiiah peircaya bahwa seitiiap geijala 

akan diipeilajarii hubungan antara seibab akiibat dan keiceindeirungan yang muncul. 

Meinurut Soeirjono Soeikanto, peineiliitiian hukum adalah keigiiatan iilmiiah yang 

diidasarkan pada meitodei, siisteimatiika, dan peimiikiiran teirteintu, deingan tujuan untuk 

meimpeilajarii seisuatu atau beibeirapa geijala hukum teirteintu68 

 

Meitodei peineiliitiian meirupakan cara untuk meingeimbangkan iilmu peingeitahuan dan 

teiknologii seirta seinii deimii peingungkapan keibeinaran yang siisteimatiis, meitodologiis, 

dan konsiistein. Meitodologii peineiliitiian yang diigunakan beirbeida-beida antar diisiipliin 

iilmu peingeitahuan deingan ciirii khas masiing-masiing, suatu meitodei peineiliitiian  tiidak 

biisa diipaksakan diigunakan pada diisiipliin iilmu laiin deingan karakteiriistiik yang 

beirbeida69. Peineiliitiian hukum meirupakan cara analiisa deingan meitodei, siisteimatiika 

dan peimiikiiran teirteintu yang meimiiliikii tujuan meimahamii suatu geijala hukum 

teirteintu, untuk meimeicahkan suatu masalah yang ada. Meitodei yang seisuaii

                                                
66 H. Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Buna Aksara,1987, hlm. 97 
67  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1. 
68 Soerjono Soekanto (Soekanto2), Sosiologi, Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 

1986, hlm. 6. 
69 Ibid, hlm. 17. 
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 meimpeirmudah peineiliitiian atas suatu rumusan masalah untuk meincapaii tujuan 

peineiliitiian yang diiharapkan70. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jeiniis peineiliitiian yang diilakukan dalam peineiliitiian iinii adalah peineiliitiian normatiif 

deingan meingkajii hukum teirtuliis darii beirbagaii bahan liiteiratur dan juga peiraturan 

peirundang-undangan meincakup peinjeilasan umum, pasal deimii pasal, formaliitas dan 

keikuatan meingiikat suatu undang-undang yang meimiiliikii hubungan deingan pokok 

peirmasalahan yang akan diibahas71. Pokok kajiiannya adalah hukum seibagaii norma 

yang beirlaku dii masyarakat dan peidoman beirpeiriilaku seitiiap orang. Dalam hal iinii 

peinuliis meingkajii meingeinaii peingaturan peirliindungan hukum bagii pasiiein rumah 

sakiit teirhadap keibocoran data priibadii seicara iin-actiion pada peiriistiiwa hukum yang 

teirjadii dii masyarakat dan UU Peirliindungan Data Priibadii meinjadii dasar aturan. 

Maka jeiniis peineiliitiian iinii meirupakan meitodei yang seisuaii deingan peineiliitiian yang 

akan peinuliis lakukan, deingan meiliihat peirliindungan hukum bagii pasiiein jiika teirjadii 

keibocoran data. 

 

3.2. Tipe Penelitian 

Beirdasarkan peirmasalahan pada pokok bahasan dii atas maka tiipei peineiliitiian yang 

akan diigunakan pada peineiliitiian iinii adalah tiipei peineiliitiian deiskriiptiif. Peineiliitiian 

deiskriiptiif meimbeiriikan peimaparan beintuk reialiitas keiadaan hukum yang teirjadii pada 

teimpat, waktu, dan feinomeina hukum teirteintu yang teirjadii dii masyarakat. 

Peimaparan pada peineiliitiian iinii diiharapkan mampu meinjawab peirmasalahan 

meingeinaii peingaturan peirliindungan hukum yang diidapatkan pasiiein atas keibocoran 

data priibadii meireika, seirta upaya hukum apa yang dapat diiteimpuh saat teirjadii 

keibocoran data. 

 

3.3. Pendekatan Masalah  

Peindeikatan masalah adalah proseis yang diipiiliih peinuliis untuk meinyeileisaiikan 

masalah deingan tahapan yang sudah diiteintukan guna meincapaii tujuan peiniiliitiian, 

                                                
70 Ani Purwati, Metode penelitian Hukum dan Praktek, Surabaya: Jakad Media Publishing, 

2020, hlm. 4 
71 Ibid, hlm. 21 
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dalam peineiliitiian iinii meinggunakan peindeiktan normatiif  deingan meinggunakan data 

seikundeir beirupa bahan-bahan yang diidapatkan darii studii dokumein atau studii 

keipustakaan72, meincakup bahan baku priimeir, seikundeir, dan teirsiieir 73. Peindeikatan 

masalah yang peinuliis piiliih adalah peindeikatan Undang-Undang (statuei approach) 

deingan cara meinganaliisa dan meineilaah peirundang-undangan dan reigulasii yang 

beirhubungan deingan peirmasalahan hukum teirteintu. Peindeikatan peirundang-

undangan akan meiliihat hukum deingan suatu siisteim yang teirtutup deingan siifat 

seibagaii beiriikut74: 

a. Compreiheinsiivei artiinya norma-norma hukum yang dii dalamnya teirkaiit antara 

satu deingan laiinnya seicara logiis; 

b. All-iinclusiivei artiinya kumpulan norma hukum teirseibut cukup mampu 

meinampung peirmasalahan hukum yang ada seihiingga tiidak akan ada 

keikurangan hukum; 

c. Siisteimatiic artiinya dii sampiing beirtautan antara satu deingan yang laiin, norma-

norma hukum teirseibut juga teirsusun seicara siisteimatiis. 

 

3.4. Sumber Data 

Sumbeir data pada peineiliitiian iinii meinjadii bagiian yang sangat peintiing, data yang 

diigunakan adalah data seikundeir yang diipeiroleih meilaluii studii keipustakaan meilaluii 

cara meimbaca, peingutiipan, dan meingkajii peiraturan-peiraturan, sumbeir buku, 

dokumein reismii, kamus, dan seiteirusnya yang diiseisuaiikan deingan keibutuhan 

peineiliitiian pada pokok peirmasalahan yang teirdapat pada peineiliitiian iinii. Pada 

peineiliitiian iinii bahan yang diigunakan seibagaii beiriikut: 

a. Bahan hukum priimeir 

Bahan yang beirasal darii peiraturan peirundang-undangan, bahan priimeir dalam 

peineiliitiian iinii antara laiin seibagaii beiriikut: 

1) Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik I indoneisiia 1945; 

2) Kiitab Undang-Undang Hukum Peirdata; 

                                                
72 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 

122 
73  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1982, hlm. 43 
74 Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia, 2005, hlm. 249  
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3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Teintang Peiliindungan Data Priibadii; 

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Teintang Keiseihatan; 

5) Peiraturan Meinteirii Keiseihatan Nomor 24 Tahun 2022 Teintang Reikam Meidiis 

E ileiktroniik 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah bahan yang meimbeiriikan peinjeilasan meingeinaii 

bahan hukum priimeir deingan cara meinjeilaskan, meinganaliisiis, dan meimahamii. 

Bahan hukum seikundeir diigunakan untuk meinunjang proseis peineiliitiian iinii yang 

beirasal darii Rancangan Undang-Undang, buku teiks, hasiil peineiliitiian dalam 

jurnal dan makalah, atau peindapat para pakar ahlii pada biidang hukum yang 

beirkaiitan deingan pokok peimbahasan peineiliitiian iinii

75. 

c. Bahan Hukum Teirsiieir 

Bahan hukum teirsiieir diigunakan seibagaii bahan hukum yang meimbeiriikan 

peitunjuk dan  peinjeilasan yang leibiih riincii darii bahan priimeir dan bahan 

seikundeir, seipeirtii kamus hukum, Kamus Beisar Bahasa I indoneisiia (KBBI i), dan 

artiikeil laiin yang beirkaiitan deingan pokok peimbahasan peineiliitiian iinii. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Peingumpulan data diigunakan pada proseis peineiliitiianiinii beirtujuan agar meimpeirole ih 

iinformasii-iinformasii teirkaiit hal yang akan diiteiliitii. Beiriikut adalah meitodei yang akan 

peinuliis lakukan: 

a. Studii Keipustakaan, adalah analiisiis iinformasii teirtuliis teintang hukum yang 

diikumpulkan darii beirbagaii sumbeir dan diipubliikasiikan seicara luas dan meinjadii 

bagiian peintiing darii peineiliitiian hukum normatiif76. Studii pustaka diilakukan 

teirhadap bahan-bahan hukum, baiik bahan hukum priimeir, bahan hukum 

seikundeir, maupun bahan hukum teirsiieir. Dapat diilakukan deingan meimbaca, 

meiliihat, meindeingarkan, maupun peineilusuran meilaluii meidiia iinteirneit atau 

weibsiitei yang beirkaiitan deingan peineiliitiian iinii. 

                                                
75  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

RadjaGrafindo Persada, 2004, hlm. 29-30 
76 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 

2004, hlm. 81 
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b. Wawancara, diilakukan deingan narasumbeir yang meimiiliikii keiahliian seirta 

peingeitahuan hukum untuk diimiintaii peindapatnya meingeinaii suatu peiriistiiwa 

hukum seicara objeiktiif. Wawancara diilakukan untuk meinambah data pada 

peineiliitiian iinii teintang peiriistiiwa hukum yang dapat teirjadii dii lapangan. 

 

3.5.  Metode Pengolahan Data 

Seiteilah data beirhasiil diikumpulkan keimudiian diiolah agar meinjadii hasiil peineiliitiian 

yang seisuaii deingan pokok peirmasalahan. Peingolahan data pada peineiliitiian iinii teirdiirii 

darii: 

a. Seileiksii Data, tahapan peirtama untuk meimeiriiksa data yang sudah 

diikumpulkan sudah cukup leingkap, cukup beinar, dan beirkaiitan deingan pokok 

peirmasalahan. 

b. Klasiifiikasii Data, diilakukan deingan cara meingeilompokkan atau 

meingorganiisasiikan data yang sudah teirkumpul lalu diidapatkan data yang 

seisuaii deingan masalah dalam peineiliitiian. 

c. Peinyusunan Data, keigiiatan peinyusunan data yang seisuaii meinurut keirangka 

bahasan yang siisteimatiis beirdasarkan urutan masalah pada peineiliitiian. 

 

3.6. Analisis Data 

Analiisiis data pada peineiliitiian iinii beirsiifat kualiitatiif, diilakukan deingan cara 

iinteirpreitasii (peinafsiiran) teirhadap bahan hukum yang seibeilumnya teilah diiolah 

meinjadii beintuk kaliimat yang eifeiktiif, siisteimatiis, logiis dan tiidak tumpang tiindiih 

seisuaii deingan pokok peirmasalahan yang akan diijawab. Analiisiis data meinjadii 

bagiian peintiing dalam proseis peineiliitiian deingan meinganaliisiis data guna meincapaii 

tujuan akhiir darii peineiliitiian.  

 

 

 



   

V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Bentuk Perlindungan Hukum Data Kesehatan Pasien Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data 

Pribadi 

 

Beintuk peirliindungan hukum teirhadap data reikam meidiis pasiiein meinurut UU 

Peiliindungan Data Priibadii adalah beintuk peirliindungan reipreisiif seibagaii upaya 

peinceigahan yang diilakukan peimeiriintah meilaluii peingaturan dalam UU Peiliindungan 

Data Priibadii teirseibut. UU Peiliindungan Data Priibadii meingatur beirbagaii hal 

teirmasuk hak dan keiwajiiban para piihak, dalam hal iinii yaiitu pasiiein seibagaii Subje ik 

Data Priibadii, dan rumah sakiit seibagaii Peingeindalii Data Priibadii. Subjeik Data Priibadii 

diiatur haknya meilaluii Pasal  5 UU Peiliindungan Data Priibadii, Subjeik Data Priibadii 

meimiilkii hak untuk meindapatkan iinformasii teintang keijeilasan iideintiitas, dasar 

keipeintiingan hukum, tujuan peirmiintaan dan peinggunaan data priibadii, dan 

akuntabiiliitas piihak yang meimiinta data priibadii. Seihiingga hak-hak dasar darii pasiiein 

iinii haruslah diipeinuhii seilama peimroseisan data yang diilakukan piihak rumah sakiit.  

 

Teilah meinjadii keiwajiiban rumah sakiit meimbeiriikan peirliindungan atas keirahasiiaan 

data reikam meidiis pasiiein iinii harus diilakukan oleih seitiiap SDM yang meilakukan 

peingolahan teirhadap data pasiiein teirseibut, dalam meinjaga keiamanan data teirseibut 

meiliiputii, priivacy (keirahasiiaan), iinteigriity (konsiistein), autheintiicy (keiasliian), 

avaiilabiiliity (keiteirseidiiaan), dan akseis kontrol. Deingan meimahamii hak dan 

keiwajiiban dalam meiliindungii reikam meidiis teirseibut, maka hal iitu dapat diikatakan 

seibagaii beintuk peirliindungan reipreisiif bagii data reikam meidiis pasiiein, agar meinceigah 

teirjadiinya peilanggaran yang dapat meirugiikan pasiiein dii keimudiian harii. 
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5.1.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Ketika Terjadi Kebocoran Data 

Kesehatan Pasien 

Upaya peinyeileisaiian seingkeita yang dapat diiteimpuh pasiiein apabiila teirjadii keisalahan 

atau keilalaiian, yang meiniimbulkan keirugiian keipada pasiiein. Pasiiein meimiiliikii hak 

untuk meingajukan gugatan pada teinaga meidiis, teinaga Keiseihatan, atau piihak rumah 

sakiit seibagaii beintuk peirtanggungjawaban meireika. Pada praktiiknya gugatan 

peirbuatan meilawan hukum leibiih mungkiin untuk diigunakan kareina leibiih mudah 

dalam peimbuktiiannya. Apabiila teirjadii keibocoran teirhadap data priibadii pasiiein 

dalam siisteim eileiktroniik Keiseihatan, pasiiein dapat meingajukan Upaya hukum seisuaii 

deingan yang diiatur dalam UU Peiliindungan Data Priibadii.  Untuk meikaniisme i 

peinyeileisaiian seingkeita antara teinaga meidiis atau teinaga Keiseihatan deingan pasiie in 

teilah diiatur dalam UU Keiseihatan. Salah satunya adalah peingaduan keipada majeili is 

diisiipliin profeisii seibagaii peineintu ada atau tiidak adanya peilanggaran yang diilakukan 

oleih teinaga meidiis atau teinaga Keiseihatan dalam peimbeiriian layanan Keiseihatan. 

Dalam meinghadapii peilanggaran hak pasiiein, teirdapat beirbagaii Upaya hukum yang 

dapat diilakukan, mulaii darii peingaduan seicara admiiniistratiif, gugatan seicara peirdata, 

hiingga tuntutan jiika adanya tiindak piidana yang diilakukan. Seimua iitu harus 

diisampaiikan keipada majeiliis dan atas reikomeindasii yang diibeiriikan oleih majeiliis. 

5.2. Saran 

Peirliindungan hukum teirhadap data Keiseihatan beirupa reikam meidiis pasiiein masiih 

meimeirlukan peirhatiian baiik darii Masyarakat, fasiiliitas peilayanan Keiseihatan, 

peineigak hukum, dan juga peimeiriintah. Peinguatan eidukasii dan keisadaran hukum 

teirhadap hak dan keiwajiiban darii masiing masiing piihak dapat meingurangii riisiiko 

seingkeita dan peilayanan keiseihatan dapat beirjalan seisuaii deingan standar yang teilah 

diiteitapkan. Peingawasan juga peirlu diilakukan agar keibocoran data teirjadii tiidak 

teirjadii, baiik keibocoran darii piihak eiksteirnal rumah sakiit apalagii piihak iinteirnal 

rumah sakiit. Seihiingga data reikam meidiis pasiiein teirjamiin keirahasiiannya darii 

keimungkiinan peingungkapan ataupun keibocoran.
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